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ABSTRACT 
 

DEVELOPMENT OF CIVIL SERVANT THROUGH EDUCATION AND 
TRAINING ( STUDY OF THE IMPLMENTATION OF THE EDUCATION 

AND TRAINING BASED ON GOVERNMENT REGULATION AND 
EDUCATION NO. 101 OF 2000 ) IN THE NEIGHBORH OF WEST 

KOTAWARINGIN REGENCY GOVERMENT 
 

Gst. M. Imansyah 
 

Universitas Terbuka  
 

gustirisky@gmail.com 
 

Key word : Development of civil servan, education and training, human 
resources administrative 

 
Community demand for services provided by the Government / the State in this 
case is done by Pegawai Negeri Sipil always increase both the quality and 
quantity, this is due to the service needs of the community will be accompanied 
by increasing levels of education, the better so that the level of public knowledge 
of their rights more and more increased as well. 
 
This situation would have to be balanced with the availability of Human 
Resources Administrative Reform (Pegawai Negeri Sipil) who sufficient 
competence to be able to provide professional service. To realize the Civil 
Servants qualified, has the competence to be able to provide professional service 
Education and Training is a necessity that must be carried out, for the Government 
has made a policy that is the Government Regulation 101 in year 2000 on 
Education and Training for Pegawai Negeri Sipil. It's just a question of how the 
implementation of Government Regulation in particular at the level of local 
government. 
 
To know Implementation of Education and Training is the Thesis was given the 
title “Pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan ( 
Study Implementasi Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Peraturan Pemerintah 
101 tahun 2000  ) on Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat, to know and 
implementation describe Education and training Pegawai Negeri Sipil  in the local 
government environment Kotawaringin West. 
 
This study uses a qualitative method that produces descriftive data is the data that 
is decriftive solving procedure. Solving the data examited using. Haw to take 
advantage of the exposure. Data btained, both primary data ang secondary 
data.Pocessed primary data from observation, and interviews with relevant 
officialsl. Secodary data obtained from the personel boards Kotawaringin west, 
then analyzed and interpreted with conclution. Meas, this research is not more 
than research is discovery facts potluck, where the result of the study with more 
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emphasis on propiding an overview obyectively about the actual state of the 
object under study. 
 
The results showed that the implementation of the education and training of 
Pegawai Negeri Sipil in the district of West Kotawaringin based on Government 
Regulation Number 1 in year 2000 has not run optimally it is caused, among 
others, have made arrangements koperehensip, inadequate budgets, facilities is 
still lacking, inadequate teaching staff, there is still a lack of comprehension of 
stakeholders on the importance of Education and Training. 
 
For this there needs to be an understanding and commitment to the interests of the  
importance of Education and Training for Pegawai Negeri Sipil to create an 
employee who has the competence and capacity in creating a professional 
Pegawai Negeri Sipil. 
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Tuntutan masyarakat akan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah/Negara 

dalam hal ini yang dilakukan oleh Pegawai Neger Sipil semakin meningkat baik 

dilihat dari kualitas maupun kwantitasnya,    hal ini disebabkan kebutuhan 

masyarakat akan layanan semakin bertambah yang diiringi tingkat pendidikan 

semakin baik sehingga tingkat pengetahuan masyarakat akan hak-hak nya 

semakin lebih meningkatpula. 

 Keadaan ini tentu harus diimbangi dengan tersedianya Sumber Daya Manusia 

Aparatur Negara ( Pegawai Negeri Sipil ) yang memiliki kompetensi yang 

memadai sehingga mampu memberikan pelayanan yang professional.  Untuk 

mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas, memiliki kompentensi 

sehingga mampu memberikan pelayanan yang professional Pendidikan dan 

Pelatihan merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan, untuk ini 

Pemerintah telah membuat kebijakanya itu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

101 tahun 2000 tentang Pendidikandan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.Hanya saja 

14/41326.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



v 
 

yang menjadi permasalahan bagaimana pelaksanaan ( Implementasi ) Peraturan 

Pemerintah tersebut khususnya di tingkat Pemerintah Daerah. 

 Untuk mengetahui Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan dimaksud maka 

Tesis ini di beri judul Pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan 

dan Pelatihan ( Study Implementasi Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah 101 tahun 2000  ) di lingkungan Pemerintah Pemerintah 

Kabupaten  kotawaringin barat, untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan Pegawai negeri Sipil di Lingkungan 

pemerintah daerah kabupaten kotawaringin barat. 

 Penelitian ini  menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data 

deskriftif yaitu prosedur pemecahan data yang diteliti dengan menggunakan cara 

memanfaatkan pemaparan data yang diperoleh baikdata primer maupun data 

sekunder. Data Primer di olah dari hasil pengamatan, observasi lapangan dan 

wawancara dengan pejabat terkait. Data sekunder di dapat dari Badan 

kepegawaian kabupaten Kotawaringin Barat, kemudian dianalisa dan 

dinterprestasikan  dengan memberikan kesimpulan. Artinya penelitian ini tidak 

lebih daripada penelitian yang bersifat penemuan fakta-fakta seadanya ( fact 

finding ), dimana hasil penelitian lebih ditekankan pada pemberian gambaran 

secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil di kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Peraturan 

Pemerintah nomor 1 tahun 2000 belum berjalan secara maksimal hal ini 

disebabkan antara lain belum dibuatnya pengaturan yang koperehensip, anggaran 

yang belum memadai, falitas yang masih kurang, tenaga pengajar yang belum 
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mencukupi, masih kurangny apemahahaman dari para pihak terkait akan 

pentingnya Pendidikan dan Pelatihan. 

 Untuk ini perlua dan yapemahaman dan komitmen bagi kepentingan akan 

pentingnya Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk 

menciptakan pegawai yang memiliki kompetensi dan kapasitas dalam 

mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional. 
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KATA  PENGANTAR 

 
  Syukur alhamdullilah  penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha  

Kuasa atas rahmat dan hidayah-Nya    tesis ini dapat  diselesaikan .  Tesis ini 

penulis beri judul Pengembangan Pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan 

Pelatihan ( Studi Impelementasi Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Peraturan 

pemerintah tahun nomor 101 tahun 2000 ) di lingkungan pemerintah Kabupaten 

kotawaringin Barat merupakan salah satu tugas dan persyaratan yang harus 

dipenuhi dalam menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata 2  (S2) pada 

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka  

UPJBB-UT Palangka Raya. 

Dukungan dari berbagai pihak selama penulis mengikuti perkuliahan pada 

Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka UPBBJ-

UT Palangka raya hingga penulisan tesis ini merupakan bantuan  yang tak 

terhingga nilainya. Tesis ini merupakan hasil dari sebuah proses yang relative 

panjang memerlukan semangat  dan perjuangan dengan mengikhlaskan sebuah 

pengorbanan. Banyak pengalaman yang dirasakan dalam penulisan ini yang 

memberikan arti bahwa dalam kehidupan harus saling menghargai, saling merasa 

dan mendengarkan, saling menghormati, tidak selalu merasa benar, yang paling 

penting sabar dalam menghadapi tantangan dan cobaan demi mencapai sebuah 

kebenaran. Penyelesaian penulisan tesis ini banyak pihak yang selalu membantu 

dan memberikan dorongan  yang memberikan pengalaman yang sangat berarti 

bagi penulis,  oleh karena itu melalui kesempatan ini tidak berlebihan kiranya  

penulis menghaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya  kepada  : 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI 

 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  

  

 Untuk lebih memperkuat hasil penelitian ini  penulis mengemukakan 

pendapat para akhli dan juga dari buku-buku yang terkait dengan judul tulisan ini 

termasuk pendapat atau hasil dari penulis terdahulu yang penulis tempatkan pada 

bagian belakang dalam bab ini. 

A. Konsep Pengembangan Sumber daya aparatur 

 

Pengertian dan Tujuan Pengembangan Sumber Daya aparatur 

Sumber Daya Manusia  merupakan elemen utama organisasi dibandingkan 

dengan elemen lain seperti modal, tehnologi dan uang, sebab manusia itu sendiri 

subyek dan obyek dalam pencapaian tujuan berorganisasi dan manusia dapat 

mengendalikan elemen yang lain. Manusia yang memilih tehnologi dan manusia 

yang mencari modal, manusia yang menggunakan dan memeliharanya, disamping 

manusia dapat menjadi salah satu sumber keunggulan bersaing. Oleh karena itu 

persolan manusia dalam organisasi menjadi suatu hal yang sangat penting. 

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Sumber Daya Manusia dalam 

organisasi pemerintah memegang peran yang strategis dan menentukan jalannya 

roda pemerintahan. Oleh karenanya pengembangan pegawai menjadi hal yang 

penting dalam manajemen kepegawaian. Pengembangan Sumber Daya Manusia 

dalam Pegawai Negri Sipil bukan sesuatu yang berdiriri sendiri, tetapi  
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merupakan rangkaian kegiatan dari manajemen sumber daya aparatur / Pegawai 

Negeri Sipil dimulai penerimaan, proses seleksi, penempatan kemudian 

pengembangan Sumber Daya Aparatur/Pegawai Negeri Sipil. 

      Pemahaman pengembangan Sumber Daya Manusia ( aparatur ) secara 

definitive  sebagaimana di kemukakan oleh Notoatmodjo (1991.14) 

bahwa pengembangan sumber daya  aparatur secara makro adalah suatu 
proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam rangka 
mencapai tujuan bangsa. Sedangkan  secara mikro pengembangan sumber 
daya  aparatur adalah suatu proses perencanaan pendidikan dan pelatihan 
serta pengelolaan tenaga atau pegawai untuk mencapai hasil yang 
maksimal. 

 Dalam pengertian ini Pendidikan dan Pelatihan adalah salah satu cara 

dalam rangka pengembangan Pegawai Negeri Sipil dalam arti untuk 

meningkatkan kualitas dan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang 

bersangkutan. 

 

       Sedangkan menurut Sulistiyani ( 2004 : 272 ) pengembangan sumber daya 

manusia dapat memiliki  tiga kegiatan belajar yaitu : 

1. Kegiatan belajar untuk meningkatkan kinerja  pegawai dalam 
pekerjaan yang mereka emban, kegiatan ini disebut sebagai 
pelatihan atau training; 

2. Kegiatan belajar untuk pengembangan diri pekerja secara umum 
dan menyeluruh tanpa dikaitkan dengan tugas khusus yang mereka 
lakukan. Kegiatan belajar ini disebut dengan pengembangan atau 
development. 

3. Kegiatan belajar untuk menyiapkan karyawan /pekerja dalam 
rangka mengemban tugas baru dalam waktu dekat. Kegiatan 
belajar ini ini disebut pendidikan atau education. 

  

 Dalam pengertian ini dijelaskan bahwa pengembangan aparatur dilakukan 

melalui kegiatan yaitu belajar untuk meningkatkan kinerja, belajar untuk 

pengembangan diri Pegawai dan belajar untuk menyiapkan Pegawai. 
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           Sekalipun peningkatan Sumber Daya Aparatur telah  sering dilakukan 

melalui training-traing namun masih diperlukan penguatan aparatur melalui 

“Strategy  Learning and Learning organization “, hal ini dapat dimengerti karena 

sering kali training yang dikuti pegawai tidak sesuai dengan kebutuhan lembaga  

dimana  pegawai yang bersangkutan bekerja.  

          Dalam hal ini  Senge (1994) mengemukakan sebagaimana tertuang dalam 

bukunya berjudul “ The Five Dicipline ( Lima Disiplin ):”  alih bahasa oleh 

Ir.Hari Suminto,  bahwa setiap oraganisasi diharapkan memposisikan dirinya 

organisasi pembelajaran ( learning organization ) menuju pengembangan sumber 

daya aparatur yang setiap anggota senantiasa terus belajar demi kemajuan dan 

perkembangan organisasi melalui proses :  (1) System Thinking;(2) Mental 

Model; (3) Personal Mastery;(4) Team learning; (5) Shared Vision; dan (6) 

Dialog,  lebih lanjut Senge mengemukakan : 

dalam konsep paradigma  kepemimpinan  yang mengangkat tugas utama 
pemimpin yang dikaitkan dengan situasi yang berubah cepat adalah 
membangun organisai pembelajaran ( Building Learning Organization). 
Building Learning organization merupakan organisasi yang unggul dimasa 
mendatang yang mampu menemukan bagaimana cara mewujudkan 
komitmen, mendorong pemanfaat anggotanya yang duduk disemua lini di 
jajaran organisasinya untuk terus menerus belajar melalui pembelajaran 
secara adaptif yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan dan generative 
upaya mentransformasikan pengetahuan (knowledge) yang dimiliki untuk 
terus menerus diperbaharui untuk  dapat mengatasi dan mengantisipasi 
perubahan yang terjadi . 

 

Dari pendapat Peter Senge tersebut dapat dijelaskan bahwa untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dari para pegewai disebuah organisasi dalam 

rangka mengimbangi perubahan yang terjadi maka belajar dalam bentuk 

pendidikan dan pelatihan tidak pernah berhenti sehingga kinerja pegawai sebagai 
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sumber daya aparatur  termasuk kinerja organisasi akan selalu berkembang 

menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi. 

        Menurut Sondang Siagian  1996:182 menyatakan bahwa : 

Sumber daya aparatur sebagai investasi Human Capital yang harus 
dilakukan sejalan dengan investasi Phsycal Capital. Alasan yang sangat 
fundamental mengapa hal tersebut perlu di lakukan adalah bahwa untuk 
menghadapi tuntutan tugas sekarang maupun  untuk menjawab tantangan 
masa depan, pengembangan sumber daya aparatur merupakan keharusan 
mutlak. 

 

 Pengembangan yang dimaksud disini adalah pengembangan  pengetahuan 

dan keterampilan pegawai yang bersangkutan maupun instansi atau organisasi di 

mana pegawai itu bekerja. Keharusan pengembangan  sumber daya aparatur  

dalam konteks pendidikan dan pelatihan menjadi hal yang penting di tengah-

tengah tuntutan akan pelayanan yang lebih baik dan professional dari Pegawai 

Negeri Sipil yang memang karena tugas dan kedudukannya sebagai pelayan dan 

abdi masyarakat, seperti tercantum dalam UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil 

berkedudukan sebagai unsur aparatur negera yang  bertugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam 

menyelenggarakan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan. 

        Disinilah letaknya kemampuan, ketrampilan, pengetahuan menjadi penting 

untuk selalu di  ”perbaharui”  dan ditingkatkan guna mampu melaksanakan tugas 

secara profesional. Dengan selalu diberikan pendidikan dan pelatihan  pegawai 

akan memiliki kualitas daripada sebelum diberikan pendidikan dan pelatihan. 

          Pegawai Negeri Sipil dikatakan berkualitas  bilamana sudah memiliki 

kemampuan untuk menjalan tugas  sesuai tanggung jawabnya bahkan tugas-tugas 
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lain yang diberikan kepada yang bersangkutan. Hal ini akan memberikan dampak 

positip terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan disamping 

tugas-tugas administrasi lainnya. 

         Seperti dikemukan di atas bahwa Sumber Daya  Aparatur /Pegawai Negeri 

Sipil merupakan unsur yang strategis dibandingkan dengan sumber daya lainnya,  

oleh karenanya pengembangan sumber daya aparatur adalah suatu “ condition 

sinequanon :” yang harus ada dan perlu di lakukan di masing-masing  organisasi, 

termasuk unit organisasi  pemerintahan yang ada di daerah yang  dikenal dengan 

nama SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ), yaitu : dinas,  badan, sekretariat, 

dan unit lainnya di daerah. 

        Dimanapun Pegawai Negeri Sipil itu bertugas apalagi yang behadapan 

langsung dengan pelanggannya ( masyarakat ) harus dipandang sebagai modal 

yang juga sebagai sumber daya aparatur, menjadi keharusan untuk dikembangkan. 

Menurut Simamora ( 1997:2) : 

filosofi yang terkandung dalam konsep sumber daya aparatur : 
 

1. Karyawan sebagai suatu investasi jika dikembangkan dan dikelola 
secara efektif, akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam 
bentuk produktifitas yang lebih besar; 

2. Manajer membuat berbagai kebijakan, program dan praktek yang 
memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun bagi kepuasan 
pribadi karyawan; 

3. Manajer menciptakan lingkungan kerja yang didalam para karyawan 
didorong untuk mengembangkan dan menggunakan keahlian serta 
kemampuan semaksimal mungkin.” 
 

 Adanya pengembangan sumber daya aparatur dalam rangka untuk 

meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, konseptual dan kemampuan 

intelektual serta moral. Pengembangan aparatur juga bermanfaat terutama untuk 
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pegawai dan organisasi yang bersangkutan, adapun manfaat pengembangan 

sumber daya aparatur antara lain : 

(1) memperbaiki metode dan system kerja ;  

(2) mengurangi keluhan pegawai;  

(3) meningkatkan pengetahuan pegawai ;  

(4) meningkatkan mengurangi pemborosan ;  

(5) meningkat kinerja pegawai ;  

 

 Martoyo (1994:204) menyatakan bahwa : 

Pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan meliuputi berbagai 
unsur antara lain : 
 

1. Tujuan memperbaiki tingkat efektivitas kegiatan karyawan dalam 
mencapai hasil-hasil yang telah ditetapkan ; 

2. Sifat pengembangan : pengembangan pengetahuan, 
pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap; 

3. Proses pengembangan : pengembangan intelektualisasi, 
pengembangan pelatihan/praktek, pengembangan sikap/sifat yang 
emosional ; 

4. Metode pengembangan : sekolah, ceramah. audiovisual, 
program,instruction, diskusi kasus, busineses games, project 
study consulting projects, role playing, dan games sensitivy 
training. 

 

 Pegawai Negeri sipil sebagai unsur pelaksana pemerintahan dan 

pembangunan perlu terus belajar untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagai salah satu pengembangan 

kepegawaian yang dilakukan melalui proses dan tahapan mulai perencanaan 

diklat, analisa kebutuhan diklat, tindak lanjut diklat dan evaluasi diklat. 
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 Untuk mendukung kegiatan pendidikan dan pelatihan pegawai negeri perlu 

ada kebijakan dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan mentri, peraturan 

daerah, peraturan bupati, dan lain sebagainya. 

 

B. Pendidikan dan Pelatihan 

 Pendidikan dan pelatihan bagian penting  yang melekat dan pasti ada 

selalu ada sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia. Tuntutan 

perubahan dinamis akan menempatkan pendidikan dan pelatihan  pada peran dan 

poisisi yang strategis untuk meningkatkan kualitas kemampuan profesional para 

aparatur pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil. Meskipun selama ini telah 

disadari bahwa pendidikan dan pelatihan ( Diklat ) merupakan bagian  yang 

penting dalam manajemen sumber daya manusia aparatur  dengan didesainnya 

berbagai bentuk diklat pada organisasi birokrasi, akan tetapi karena tekanan yang 

dialami oleh organisasi birokrasi untuk survive jauh berbeda dengan organisasi 

swasta, maka pelaksanaan dalam organisasai birokrasi sering tidak dianggap 

sebagai suatu prioritas yang penting (Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan 

Kepegawaian Negara, 2011, Jakarta ). 

 Dalam banyak kasus, Diklat sering dianggap sebagai formalitas belaka 

untuk memenuhi kebutuhan penempatan pada jenjang struktur tertentu, bukan 

sebagai instrument untuk untuk meningkatkan kapasitas Pegawai Negeri Sipil. 

 Dalam Buku I Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara dijelaskan bahwa : 

Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) Pegawai Negeri Sipil adalah upaya-
upaya yang dilakukan bagi pegawai negeri untuk meningkatkan 
kepribadian, pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan tuntutan 
persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai pegawai negeri dan juga 
pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil ( Diklat Pegawai Negeri 
Sipil ) merupakan proses transformasi kualitas sumber daya manusia 
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aparatur negara yang menyentuh empat dimensi utama, yaitu : spiritual, 
intelektual, mental dan phisikal yang terarah pada perubahan-perubahan 
mutu dari keempat dimensi sumber daya aparatur tersebut “ ( SANKRI, 
Buku I Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara, LAN RI, 2003, Jakarta ). 
 

 Dari pengertian ini dapat dilihat bahwa Pendidikan dan Pelatihan 

merupakan suatu kegiatan dalam upaya untuk pengembangan dan meningkatkan 

kemampuan aparatur baik inteletualnya, spritualnya, mental dan phsikalnya 

sehingga dengan demikian mampu melaksanakan tugas yang diembanya dengan 

baik dan profesional. Dalam upaya  mengembangkan sumber daya aparatur 

terutama terkait dengan pengembangan kemampuan intelektual dan  kepribadian  

Aparatur atau Pegawai Negeri Sipil di lakukan melalui pendidikan dan pelatihan. 

 

 Menurut Martoyo (1994 : 204) bahwa : 

Pendidikan dan pelatihan meliputi beberapa unsur antara lain : 
1. Tujuan : memperbaiki efektifitas kegiatan karyawan dalam 

mencapai hasil yang telah ditetapkan. 
2. Sifat Pengembangan : pengembangan pengetahuan, 

pengembangan keterampilan dan pengembangan sikap. 
3. Proses pengembangan : Pengembangan inteletualisasi, 

pengembangan pelatihan /praktek, pengembangan sikap/sifat yang 
emosional. 

4. Metode Pengembangan : sekolah, kuliah, ceramah, audio visual, 
program instruction, diskusi kasus, business games, proyect study 
conting projects, role playing, games sentivy training. 
 

 Dari pendapatan Martoyo tersebut bahwa pendidikan dan Pelatihan 

mengandung unsur tujuan, sifat, proses dan pengembangan yang satu dengan 

lain tidak dapat dipisahkan. 

 Pendidikan dijelaskan sebagai kegiatan dan aktivitas untuk untuk 
mengembangkan  kemampuan dan pengetahuan dalam hal ini para pegawai 
lebih lanjut juga di kemukan oleh Subagyo. 

Menurut Subagyo (1995 : 40) bahwa : 

Pendidikan dan pelatihan adalah aktivitas yang meliputi usaha 
memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada Pegawai dengan 
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maksud memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas lebih efektif“ 
Subagyo, P.1995.Manajemen Kepegawaian, Jakarta; Ghalia Indonesia. 
 

  

 Dalam hal ini Pendidikan dan Pelatihan merupakan usaha untuk 

meningkatkan pengetahuan dan ketarmpilan Pegawai Negeri Sipil. Kaitan ini  

istilah pendidikan dan pelatihan, oleh  Notoatmodjo dalam bukunya 

pengembangan sumber daya manusia,  memberikan pengertian : 

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga 
yang diperlukan oleh instansi atau organisasi, sedangkan pelatihan lebih 
berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau keterampilan karyawan 
yang sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu yang 
penekanannya pada tugas yang harus di laksanakan ( job orientation ), 
sedangkan pendidikan lebih menekankan pada kemampuan umum “ 
(Notoatmodjo :2003 : 28 ). 

  

 Disini dijelaskan bahwa Pendidikan dan Pelatihan suatu kegiatan yang 

diperlukan oleh organisasi / instansi untuk meningkatkan kemampuan dan 

ketrampilan dari para pegawai, lebih lanjut ditegaskan oleh Notoatmodjo : 

Pendidikan dan pelatihan secara bertahap akan memberikan dampak 
adanya perubahan perilaku yang positip. Perubahan perilaku secara konkrit 
dalam bentuk peningkatan kemampuan dan keterampilan.  Kemampuan 
tersebut berupa kemampuan kognitif, kemampuan afektif dan kemampuan 
psikomotorik ( Notoatmodjo,1998 : 17 ) 
 

 Disini dijelaskan bahwa dengan adanya pendidikan dan Pelatihan 

diharapkan adanya dampak terhadap perubahan perilaku dari pegawai seperti 

kemampuan kognitif, kemampuan apektif, dan kemampuan psikomotorik. 

 
Lebih lanjut  Notoadmodjo menjelaskan : 
 

“Kemampuan kognitif adalah kemampuan pikir manusia ( Pegawai Negeri 
Sipil ) untuk mengetahui, memahami dan menjelaskan suatu fenomena, 
yang sering  disebut dengan pengetahuan ( knowledge ) ; kemampuan 
psikomotorik adalah kemampuan kemampuan  manusia ( Pegawai Negeri 
Sipil) memanfaatkan anggota fisiknya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan 
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atau memecahkan masalah, yang sering disebut dengan keterampilan (skill), 
dan kemampuan afektif adalah kemampuan dalam menangkap dan 
meterjemahkan segala sesuatu dengan mata hatinya, yang kemudian 
memberikan bimbingan dalam bertindak, sehingga kemampuan ini 
berhubungan dengan konsep tentang moral, mental etika, dan sikap 
(attitudes). Oleh karena itu, orientasi pada pelaksanaan tugas serta 
kemampuan pada sasaran”. 

  

 Namun demikian, pendidikan dan pelatihan mempunyai tujuan yang sama, 

yaitu pembelajaran. Dalam pembelajaran terdapat pemahaman secara implisit. 

Melalui pemahaman,  pegawai dimungkinkan untuk menjadi seorang motivator, 

inisiator, innovator, pemecah masalah dan menjadi karyawan yang efektif dan 

efesien dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

 Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 

Tahun 2000 tentang Pendidikan dan  Pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil  

selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan mengajar dalam rangka 

meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Pendidikan dan pelatihan 

(Diklat), mengandung dan menggabungkan pengertian dari kata-kata Pendidikan 

dan Pelatihan. Pendidikan adalah suatu proses, tehnik, dan metode belajar 

mengajar dengan maksud mentransfer suatu pengetahuan dari seseorang kepada 

orang lain melalui prosedur yang sistematis dan terorganisir yang berlangsung 

dalam jangka waktu yang relatif lama. Sedangkan yang dimaksud dengan 

pelatihan adalah suatu proses belajar mengajar dengan menggunakan tehnik dan 

metode tertentu, guna meningkatkan keahlian dan/atau keterampilan seseorang 

atau sekelompok orang  dalam menangani tugas dan fungsi melaui prosedur 

sistematis dan terorganisasi yang berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. 

 Lembaga Administrasi Negara memberikan pengertian  Pendidikan dan 

Pelatihan  adalah  :  
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Suatu kegiatan organisasi yang merupakan salah satu mata rantai yang 
sangat penting dalam proses pencapaian tujuan, yang  merupakan obat 
bagi pegawai yang memerlukan peningkatan bekerja secara profesional 
bagi pegawai yang memiliki kemampuan rata-rata standar kompetensi 
dalam jabatan atau tugasnya, serta memperluas wawasan berfikir dan 
pengetahuan untuk meningkatkan produktivitas pegawai “ ( LAN : 271 ) 

 

 Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa Diklat merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi ( pemerintah ) dalam rangka meningkatkan kompetensi 

bagi para pegawai  agar mampu  melaksanakan tugas dengan profesional dengan 

peningkatan wawasan berfikir dan pengetahuan yang terlihat adanya peningkatan 

kualitas pekerjaan dan peningkatan produktivitas. 

      Dan dalam Pasal 3 disebutkan sasaran Diklat  adalah terwujudnya  Pegawai 

Negeri Sipilyang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan 

masing-masing. Diakui diklat pada dasarnya berorientasi pada peningkatan 

kompetensi guna menunjang kegiatan organisasi. 

C. Pengertian Kurikulum 

 Dalam dunia pendidikan kata kurikulum sudah menjadi hal yang lumrah 

karena sudah menjadi kewajiban setiap lembaga untuk menyiapkan kurikulum 

dalam kegiatan belajar dan mengajar. 

 Kurikulum adalah  seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan 

isi dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. 

 Menurut Harsono (2005) : “  kurikulum merupakan gagasan pendidikan 

yang  yang diekspresikan dalam praktik “. Dalam bahasa latin kurikulum berarti 

track atau jalur oacu. Pengertian kurikulum semakin berkembang, sehingga yang 
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dimaksud kurikulum tidak hanya gagasan pendididkan tetapi juga termasuk 

seluruh program terencana dari suatu institusi pendidikan. 

 Hamid Hasan (1988) mengemukakan bahwa kurikulum dapat ditinjau 

menjadi 4 dimensi : 

     Kurikulum sebagai suatu ide yang dihasilkan melaluin teori-teori dan 
penelitian khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan ; 
 

1. Kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan 
kurikulum sebagai suatu ide; yang didalamnya memuat tentang 
tujuan. Bahan, kegiatan, alat-alat dan waktu 

2. Kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari 
kurikulum sebagai suatu rencana tertulis dalam bentuk praktek 
pembelajaran. 

3. Kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekwensi dari 
kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan 
kurikulum yakni terapainya perubahan perilaku atau kemampuan 
tertentu daripada peserta didik. 
 

Dari pendapat di atas kurikulum dapat diartikan  proses dalam kegiatan 

belajar  dan mengajar termasuk disini  kegiatan pengembangan dan 

Pedidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. 

 Kurikulum sangat diperlukan dalam melaksanakan pendidikan  

karena dengan kurikulum kegiatan belajar dan mengajar akan terencana, 

terukur dan terprogram kurikulum merupakan pedoman. 

 Dalam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan pegawai negeri sipil  ada yang 

disebut pedoman Diklat yang merupakan kurikulum dalam dunia pendidikan pada 

umumnya yang diatur didalam Keputusan Lemabaga Adminitrasi Negara nomor : 

193/XIII/10/6/2001 tentang  Pedoman Umum Pendidikan dan pelatihan  Jabatan 

PNS aturan ini merupakan acuan  umum bagi setiap lembaga diklat dalam 

penyelenggaraan diklat PNS karena didalamnya memuat kurikulum dan metode 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. 
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 Kurikulum tergantung dari jenis dan jenjang pendidikan dan pelatihan 
yang dilaksanakan, Misalnya Diklat Prajabatan tentu berbeda dengan diklat 
Kepemimpinan. Sedangkan pengembangan PNS lebih   mengacu  kurikulum pada 
perguruan tinggi yang diikuti oleh PNS  biasanya melalui tugas belajar dan ijin 
belajar. 
 

D. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 

 Adapun yang menjadi tujuan umum Diklat, sebagaimana yang tertuang 

dalam pasal 2 dari PP nomor 101 tahun 2000 yaitu : 

1. Meningkat pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat 
melaksanakan tugas jabatan secara professional dengan dilandasi 
kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan 
instansi ; 

2. Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan 
perekat persatuan dan kesatuan bangsa ; 

3. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada 
pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat ; 

4. Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam 
melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi 
terwujudnya kepemerintahan yang baik. 

 
 

Dalam Buku Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara diterbitkan oleh Lembaga 

Administrasi Negara ( LAN ) tahun  2003 : 273  secara umum pendidikan dan 

latihan jabatan bertujuan : (1) meningkatkan semangat pengabdian, wawasan 

pengetahuan, keahlian dan ketarampilan ; (2) mengembangkan pola berpikir yang 

positif, rasional, dan obyektif ; (3)menciptakan ataupun mengembangkan metode 

kerja yang lebih baik ; (4) membina karier pegawai negeri “. 

 
 Dari  tujuan pelatihan tersebut dapat  dipahami bahwa penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil bertujuan membangun atau 

meningkatkan kompentensi Pegawai Negeri Sipil agar yang bersangkutan dapat 

memenuhi berbagai persyaratan yang diperlukan dalam menjalankan tugas dan 
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fungsi yang dipercayakan kepadanya  secara baik, efisien dan efektif. Diantara 

kompentesi tersebut ialah kesadaran bahwa kedudukan dalam Sistem Administrasi 

Negara Kesatuan RepublikIndonesia ( SANKRI ) telah menempatkan dirinya 

sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, yang berkewajiban melaksanakan 

tugas dinas kepemerintahan umum ataupun pembangunan yang ada pada 

hakikinya adalah mengemban misi perjuangan mewujudkan harapan, cita-cita dan 

tujuan masyarakat dan negara yang harus dilakukan secara baik, konsisten, arief, 

efesien dan efektif, sesuai dengan nilai-nilai keluhuran dan peradaban  

kemanusiaan . 

 Musanef (1994 : 12 ) mengemukakan bahwa : 

“tujuan pendidikan dan pelatihan pada dasarnya yaitu : 
 

1. Menyesuaikan kecakapan pengetahuan dan kepribadian pegawai 
dengan pekerjaan yang harus dilakukan  dalam jabatannya untuk 
mendapatkan hasil dan efesiensi kerja sebaik-baiknya. 

2. Untuk mutu pekerjaan yang harus dilakukan dan mendapat hasil 
sebagaimana yang diharapkan menurut bidang-bidangnya masing-
masing. 

3. Untuk menguasai dan menciptakan serta mengembangkan metode 
kerja dan cara-cara kerja yang lebih baik. 

4. Meningkatkan kecakapan pengetahuan dan pengabdian, keahlian serta 
keterampilan kearah pembinaan karier Pegawai Negeri Sipilsebaik-
baiknya”. 

 

 Mangkunegara ( 2003 : 52 ) menjelaskan bahwa : 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil mempunyai tujuan dan sasaran 
sebagai : 

a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan idelogi. 
b. Meningkatkan produktivitas kerja. 
c. Meningkatkan kualitas kerja. 
d. Meningkatkan ketetapan perencanaan Sumber Daya Manusia 
e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 
f. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara 

maksimal 
g. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja 
h. Menghindari keusangan 
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i. Meningkatkan perkembangan pribadi pegawai”. 
 

 Dari  pendapat yang dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pendidikan dan pelatihan pegawai pada umumnya dan dalam ini  termasuk 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil tidak lain adalah untuk 

meningkatkan kompetensi pegawai dalam rangka melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya agar lebih  profesional, efektif dan efesien, dengan melakukan 

pekerjaan secara baik dan benar cermat dan teliti dengan tidak meninggalkan 

kaidah-kaidah moral, dengan mengutamakan kepentingan umum dan berdasarkan 

peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini sesuai dengan pasal 31 UU 

Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian  ditegaskan :  

(1) Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya 
diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 
jabatan Pegawai Negeri  Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan 
pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. 
 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

 
 

 Untuk tindak lanjut Pasal 31 UU Nomor 43 Tahun 1999 tersebut maka 

dalam upaya meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil diterbitkankanlah 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil. 

 Diterbitkannya PP nomor 101 tahun  2000 tersebut merupakan dasar 

dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai negeri Sipil baik yang 

ada di pusat maupun di daerah (  Provinsi/ kabupaten/ Kota ).  
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E.  Pengertian Pegawai Negeri Sipil  

 Pegawai Negeri Sipil sebagai sumber daya manusia memegang peran 

yang strategis dan menentukan jalannya pemerintahan dan roda pembangunan 

menurut Syamsudin ( 2006 : 21 ) dalam buku  Manajemen Pegawai Negeri Sipil  

yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara  mengemukakan : 

“Sumber Daya Manusia  adalah orang-orang yang merancang serta 
menghasilkan barang dan jasa, mengawasi mutu, memasarkan produk, 
mengalokasikan sumber daya finasial, serta merumuskan seluruh strategi 
dan tujuan organisasi. Sumber Daya Manusia  inilah yang menggerakkan 
sumber daya lainnya, dan tapa orang-orang yang memiliki keahlian dan 
berkompeten maka mustahil bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. 
(Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Badan Kepegawaian Negara, 2011 )”. 

 
 Banyaknya keunggulan yang dimiliki oleh organisasi tidak akan dapat 

memaksimalkan produktivitas organisasi yang bersangkutan tanpa adanya 

keahlian, kompetensi, dedikasi, dan kemampuan dari para pegawainya dalam hal 

ini pegawai negeri sipil. 

Adapun yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil menurut Undang-

Undang nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian adalah Setiap 

warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas  dalam suatu jabatan 

negera, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan 

perundanga-undangan yang berlaku (SANKRI, Buku III, Landasan dan Pedoman 

Pokok Penyelenggaraan Pengembangan System Administrasi Negara,  2003 : 169 

LAN, Jakarta). 

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang 

bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, 

jujur, adil dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara, pemerintahan dan 
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pembangunan  (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 43 Tahun1999 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian). Lebih lanjut dalam pasal 2 dari undang-undang menegaskan  

1.  Pegawai Negeri terdiri dari : 
 a. Pegawai Negeri Sipil 
 b. Anggota Tentara Nasional Indonesia. 
 c. Anggota Kepolisian Republik Indonesia. 

2.  Pegawai Negeri Sipil sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) hurup a, 
terdiri dari :          
 a. Pegawai Negeri Sipil Pusat dan 
 b. Pegawai Negeri Sipil Daerah 

 
 

 Suradji dalam buku Manajemen Kepegawaian Negara  yang 

diterbitkan oleh Lembaga Administrasi Negara 2006  : 247, mengemukakan 

bahwa : 

1. Pegawai Negeri Pusat yaitu :  
a. Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

gajinya dibebankan pada  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan bekerja pada departemen (kementrian) , 
lembaga non departemen. kesekretariatan lembaga negara, 
instansi pusat yang ada di daerah dan kepanitraan pengadilan. 

b. Pegawai Negeri Pusat yang bekerja pada perusahaan jawatan 
c. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan 

pada daerah otonomi. 
d. Pegawai Negeri Sipil Pusat yang berdasarkan suatu peraturan 

perundang undangan diperbantukan atau diperkerjakan pada 
badan lain, Perusahaan umum, yayasan dan lain-lain. 

 
2. Pegawai Negeri Sipil daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

bekerja di Daerah otonom seperti daerah Provinsi/Kabupaten/Kota 
dan gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Daerah atau dipekerjakan pada pemerintah daerah atau 
pekerjaan di luar instansi induknya” 

 

 Dari pengertian Pegawai di atas dapat disimpulkan bahwa Pegawai 

negeri Sipil yang bekerja di daerah dengan penggajiannya menjadi beban APBD  

merupakan Pegawai Sipil Daerah, dalam konteks penelitian ini penulis menyoroti 

hanya Pegawai Sipil daerah  yang berkerja di Kabupaten Kotawaringin Barat 
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dalam kaitan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang 

Pendidikan Dan pelatihan Pegawai negeri Sipil. 

 

F. Pengertian Implementasi 

 Implementasi  merupakan bagian tahapan – tahapan kebijakan publik,  

yaitu agenda-setting, formulasi, legetimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, 

dan terminasi. Dari Siklus ini implementasi hanya merupakan salah satu tahap dari 

proses kebijakan publik. 

Menurut Subarsono dalam bukunya Analisis Kebijakan Publik, Konsep, 

Teori dan Aplikasi, (2006 : 17 ) mengartikan Implementasi kebijakan sebagai : 

"tindakan-tindakan oleh individu publik dan swasta (atau kelompok) yang 

diarahkan pada prestasi tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan  

sebelumnya". 

  

Menurut Majone dan Wildavsky dalam Nurdin&Usman, (Buku Konteks 

Implementasi Berbaisis Kurikulum (2002;32 ) : 

“Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan, serta  

mengemukakan implementasi sebagai evaluasi”. 

Menurut Nurdin & Usmanpada bukunya Konteks Implementasi Berbasis 

Kurikulum (2002 : 27 ) : 

“implementasi sebagai bagian dari program kurikulum. Proses 
implementasi dilakukan dengan mengikuti perkembangan dan mengadopsi 
program-program yang sudah direncanakan dan sudah diorganisasikan 
dalam bentuk kurikulum desain (dokumentasi) “. 
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menurut Solichin Abdul Wahab dalam bukunya Analisis Kebijakan Dari 

Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. (2004 Jakarta: PT Bumi Aksara) 

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya 
dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-
perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan 
badan peradilan 

  

 Dari pengertian dia atas dapat dipahami bahwa proses pelaksanaan 

implementasi  dari  sebuah kebijakan tidaklah mudah, karena dalam 

pelaksanaannya melibatkan berbagai elemen, seperti kualitas kebijakan, kapasitas 

organisasi yang mendapat mandate untuk mengimplementasikan kebijakan, 

kemampuan sumber daya manusia yang ditugaskan, pemahaman dari pihak yang 

terkait akan pentingnya sebuah kebijakan di laksanakan dan lain sebagainya. 

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang begitu kompleks dengan melibatkan 

banyak actor. Hogwood dan Gunn ( 1984 : 239-245 ) dalam Erwan Agus 

Puwanto, Ph.D dan Dyah Ratih Sulistyastuti, Msc ( 2002 : 25 ) mengemukakan 

bahwa : bahwa perpect  implementation tidak terwujud  dikarenakan hal antara 

lain  sebagai berikut :  

Lembaga pelaksana jarang  yang bisa mandiri. Mereka sangat tergantung 
pada actor lain. Fakta yang ada menunjukkan bahwa prasyarat bagi 
keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah adanya dukungan 
semua Sumberdaya yang dibutuhkan, baik itu sumberdaya finansial, 
teknologi, politik, informasi, sumber daya manusia (SUMBER DAYA 
MANUSIA) yang berkualitas dan lain sebagainya. 

 

Disini terlihat bahwa implementasi suatu kebijakan tidak dapat hanya dilakukan  

oleh satu lembaga atau institusi tertentu tetapi suatu kebijakan akan 

terimplementasi dengan baik bila ada dukungan actor lain yang terkait. Seperti 

halnya pelaksanaan Diklat. Badan Diklat di suatu daerah atau  Lembaga tertentu 
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yang mengelola Diklat Pegawai Negeri Sipil  di daerah  seperti hal nya dalam 

peneltian ini di Kabupaten Kotawaringin Barat, Diklat Pegawai Negeri Sipil  

menjadi Tupoksi Badan Kepegawaian dalam ini di Bidang Diklat, dalam 

pelaksanaan nya tetap berkoordinasi dengan pihak lain seperti Dinas Pengelola 

Keuangan, BKPP Propinsi, LAN  dan tentu juga dengan SKPD dimana Pegawai 

Negeri Sipilnya diikutkan dalam kegiatan Diklkat. Seperti ysng  dikemukakan 

oleh  Sabatier (  1986 : 718 ), bahwa  ada enam variabel utama yang dianggap 

memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel 

tersebut adalah : 

a. Tujuan atau sasaran kebijakan yang  jelas dan konsisten ; 
b. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan ; 
c. Proses Implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga 

menjamin terjadi kepatuhan para petugas dilapangan dan kelompok 
sasaran ; 

d. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan ;’ 
e. Dukungan para stakeholder ; 
f. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan Politik. 

 
 
 

 Artinya dalam Implementasi sebuah kebijakan memerlukan koordinasi 

dengan berbagai  pihak yang terkait dilihat dari variabel  di atas.  Pressman dan  

Wildavsky, dalam   Erwan Agus Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyaatuty, Msc 

(2012 : 17) mengemukakan bahwa   implementasi dimaknai dengan beberapa kata 

kunci sebagai berikut :  

Untuk menjalankan kebijakan ( to carry out ), untuk memenuhi janji-janji 
sebagaimana telah  dinyatakan dalam dukumen kebijakan ( to fulfill), 
untuk menghasilkan out put, sebagaimana dinyatakan dalam tujuan 
kebijakan ( to produce ), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan 
dalam tujuan kebijakan ( to complete ). 

 
 
Sementara Erwan dan Dyah memberikan definisi  implementasi sebagai berikut : 
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“ Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran 
kebijakan ( to deliver policy output ) yang dilakukan noleh para 
implementer kepada kelompok sasaran ( target group ) sebagai upaya untuk 
mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan Kebijakan diharapkan akan muncul 
manakala  policy out put dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh 
kelompok sasaran sehinggga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan 
mampu diwujudkan “. 

 

 Jadi dapat diartikan implementasi adalah suatu pelaksanaan dari 

kebijakan atau peraturan yang telah dibuat oleh suatu lembaga ( pemerintah )  

dalam bentuk kegiatan nyata, terencana dan terukur yang dilakukan oleh individu 

dalam jabatan tertentu atau yang dilakukan oleh badan atau lembaga tertertentu  

dengan  kelompok sasaran tertentu guna mencapai tujuan tertentu. 

 

G. Pengertian Kompetensi 

Ada banyak pendapat yang  memberikan pengertian tentang Kompetensi, dapat 

di kemukakan sebagai berikut : 

Menurut Muslich,  (2009; 19 ): 
 

“Kompetensi adalah pernyataan yang menggambarkan penampilan suatu 
kemampuan tertentu secara bulat yang merupakan perpaduan antara 
pengetahuan dan kemampuan yang dapat diamati atau diukur. Kompetensi 
juga diartikan daya cakap, daya rasa dan daya tindak seseorang yang siap 
diaktualisasikan ketika menghadapi tantangan kehidupannya, baik masa 
kini maupun masa yang akan datang”. 

Menurut Spencer and Spencer, (1993 : 9) : 

“Kompetensi adalah Sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan 
berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya”. 

 
Soeparno (2001 : 27) memberi pengertian : 

“Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu 
tugas atau sebagai memiliki ketrampilan dan kecakapan yang disyaratkan”. 
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Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan adanya pegawai yang 

profesional dalam setiap organisasi, maka untuk memenuhi tuntutan itu perlu 

terus-menerus diupayakan peningkatan kemampuannya antara lain melalui 

kegiatan pendidikan dan pelatihan 

Sedangkan menurut Finch dan Crunkilton dalam buku Mulyasa (2004 : 37) 

bahwa yang dimaksud dengan : 

“kompetensi adalah penguasaan terhadap suatu tugas, ketrampilan, sikap, 
dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Hal itu 
menunjukkan bahwa kompetensi mencakup tugas, ketrampilan sikap dan 
apresiasi yang harus dimiliki peserta didik untuk dapat melaksanakan 
tugas - tugas pembelajaran sesuai dengan jenis pekerjaan tertentu”. 

 

Kompetensi menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan pasal 1 (10) “ Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap invidu 

yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai 

dengan standar yang ditetapkan. 

Dari pengertian di atas bahwa kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, 

ketrampilan, pengetahuan dan sikap kerja dari seseorang. Pegawai yang memiliki 

kompetensi sudah tentu mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai rencana dan 

harapan, dengan hasil yang baik dan benar yang dapat dipertanggung jawabkan 

karena pegawai tersebut sudah ada skill atau keahlian dalam bidangnya. 

Dalam hal ini pelatihan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil lebih dikenal 

dengan apa yang disebut pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil. 

Pendidikan dan pelatihan ( Diklat ) Pegawai Negeri Sipil adalah upaya yang 

dilakukan dalam rangka meningkatkan kompetensi  Pegawai Negeri Sipil dengan 

tujuan dapat meningkatkan kualitas kepribadian, pengetahuan dan kemampuannya 
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sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai Pegawai 

Negeri Sipil. 

Dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil  pendidikan dan pelatihan 

merupakan salah satu aspek yang perlu ditangani secara proporsional dan 

profesional, secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pendidikan dan 

Pelatihan yang dimaksudkan disini penekanannya lebih dititikberatkan pada 

sistem pendidikan dan pelatihan yang tujuannya untuk memperbaiki perilaku dan 

sikap, meningkatkan mutu keahlian, kemampuan dan keterampilan pegawai sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. Pengaturan tentang Pendidikan dan Pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 

1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian, yaitu untuk mencapai dayaguna dan hasil guna yang sebesar-

besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihn 

jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, 

mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. 

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 3 dinyatakan bahwa pengaturan dan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil 

dimaksudkan agar terjamin keserasian pembinaan Pegawai Negeri Sipil. 

Pengaturan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan meliputi kegiatan 

perencanaan, termasuk perencanaan anggaran, penentuan standar, pemberian 

akreditasi, penilaian dan pengawasan. 
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H. Pengertian Profesionalisme 

Menurut Sondang P. Siagian dalam bukunya Kiat Meningkatkan 

Produktivitas Kerja (2009; 45)  bahwa : 

“profesionalisme adalah, Keandalan dan keahlian dalam pelaksanaan tugas 
sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan 
dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan.” 

 

 Profesional yang dikemukakan oleh Sondang Siagian tersebut menunjuk 

kepada individu yang memiliki keandalan dan keahlian dalam melaksanakan tugas 

tertentu sehingga memberikan nilai bermutu terhadap hasil yang dikerjakan oleh 

yang bersangkutan.  Artinya kalau yang bersangkutan pegawai negeri sipil tentu 

dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat atau pihak lain yang di layani nya 

termasuk organisasi dimana Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bertugas. 

Sementara menurut Sedarmayanti dalam bukunya Pengembangan 

Kepribadian Pegawai (2004  :32  )  bahwa:  

“Profesionalisme adalah suatu sikap atau keadaan dalam melaksanakan 
pekerjaan dengan memerlukan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan 
tertentu dan dilakukan sebagai suatu pekerjaan yang menjadi sumber 
penghasilan.” 

 

 Pendapat ini lebih memberikan perhatian bahwa sikap atau keadaan 

dimana  profesional akan terwujud bila  pegawai diberikan Pendidikan dan 

Pelatihan  tertentu sesuai dengan bidang tugasnya, artinya pegawai yang sudah 

mendapatkan  pendidikan akan menjadi lebih ahli  dalam nelaksanakan tugas  

dengan kata lain profesional merupakan keahlian pegawai dalam melaksanakan 

tugas tertentu. 

Selain itu Agus Dwiyanto dalam bukunya Mengembalikan Kepercayaan 

14/41326.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



37 
 

“Profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (competensi), yaitu  

memiliki pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), bisa melakukan  

 

(ability) ditunjang dengan pengalaman (experience) yang tidak mungkin 

 

muncul tiba-tiba”. 

 

Kemudian pula Agus Dwiyanto dalam  bukunya  Reformasi Birokrasi (2011 13) : 

“Profesionalisme menurutnya adalah, “Paham atau keyakinan bahwa sikap dan 

tindakan aparatur dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan 

selalu didasarkan pada ilmu pengetahuan dan nilai-nilai profesi aparatur yang 

mengutamakan kepentingan publik.” 

Disini Profesional merupakan suatu sikap dan tindakan aparatur dalam hal ini 

Pegawai Negeri Sipil dimana setiap menjalan tugas atau melakukan suatu 

pekerjaan selalu berdasarkan pada ilmu pengetahuan  dan tentu  saja berdasarkan 

ketentuan yang berlaku yang mengutamakan kepentingan Publik. 

Sedangkan menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi 

Pelayanan Publik (2005: 37 ) menyatakan bahwa : 

“Profesionalisme aparatur dalam hubungannya dengan organisasi publik 
menurut digambarkan sebagai, bentuk kemampuan untuk mengenali 
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda, memprioritaskan pelayanan dan 
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan 
dan aspirasi masyarakat atau disebut dengan istilah resposivitas.” 

 

 Pengertian ini yang dikatakan profesional  merupakan kemampuan untuk 

mengenali  kebutuhan masyarakat  sehingga mampu mengembangkan pelayanan 

yang diinginkan masyarakat artinya tanggap apa yang menjadi keinginan 

masyarakat selaku pengguna layanan yang diberikan oleh Pegawai Negeri Sipil. 
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Dalam Kamus Kata-kata serapan asing dalam Bahasa Indonesia, karangan 

J.S. Badudu (2003 : 47 )  memberikan arti : 

“Profesionalisme adalah mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang 
merupakan ciri suatu profesi atau cirri orang yang professional. Sementara 
kata professional sendiri berarti bersifat profesi, memiliki keahlian dan 
keterampilan karena pendidikan dan pelatihan serta beroleh bayaran 
karena keahliannya”. 

 

 Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa professional merupakan  

indikasi dari adanya keahlian, kualitas, pengetahuan dan keterampilan dari 

seseorang ketika yang  bersangkutan melakukan dan menyelesaikan pekerjaannya. 

pegawai negeri yang professional  adalah pegawai yang memiliki kemampuan 

dalam melakukan dan menyelesaikan pekerjaannnya secara baik dan benar dan 

dilakukan secara efektif dan efesien. 

 

I. Pengertian Kebijakan dan Kebijakan Publik 

(1) Pengertian Kebijakan 

Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang kebijakan dan kebijakan  Publik 

yaitu sebagai berikut : 

Menurut Hoogerwerf dalam Sjahrir dalam bukunya Kebijaksanaan Negara: 

Konsistensi dan Implementasi (1988; Jakarta, LP3ES) menyatakan bahwa : 

“Kebijakan adalah Semacam jawaban terhadap suatu masalah, merupakan 

upaya untuk memecahkan, mengurangi, mencegah suatu masalah dengan 

cara tertentu, yaitu dengan tindakan yang terarah”. 

 
Dalam pengertian ini kebijakan merupakan  tindakan dalam  menyelesaikan 

masalah artinya tindakan yang diambil merupakan jalan keluar untuk 
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menyelesaikan atau menjawab masalah yang terjadi yang dilakukan dengan cara 

tertentu dan terarah,  tentu dilakukan dengan prosedur dan tata cara yang  

dilakukan dengan keahlian  sementara menurut Gordon W Paul dalam  Erlangga 

(1992 ; 17) bahwa kebijakan dalah : 

“jalan atau cara dari lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan  

publik, dalam hal ini pemerintah untuk mengatasi suatu permasalahan atau 

sekelompok permasalahan yang saling berhubungan”. 

Dalam hal ini kebijakan  merupakan hal yang dilakukan oleh lembaga yang 

berwenang ( pemerintah )  untuk mengatasi permasalalahan yang terjadi,  tentu 

baik permasalahan terkait dengan internal pemerintah itu sendiri maupun 

permasalahan yang terjadi lingkungan masyarakat, artinya kebijakan terkait 

dengan tindakan pemerintah  terkait ini Carl Friedrich  dalam buku Samodra 

Wibawa ( 2011 : 15 ) Politik Perumusan Kebijakan Publik yang diterbitkan Graha 

Ilmu, menyebutkan bahwa : 

Kebijakan adalah arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok 
orang atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan 
hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai 
suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. 

 

 Disini kebijakan dikatakan sebagai tindakan baik hambatan maupun 

kesempatan, artinya kebijakan  disini lebih kepada pengendalian baik dilakukan  

secara pribadi, kelompok ataupun yang dilakukan oleh pemerintah. lebih lanjut 

dalam buku yang sama  James E.Anderson mengemukakan bahwa “ kebijakan 

adalah arah tindakan  yang mempunyai maksud, yang ditetapkan oleh seseorang 

atau beberapa actor guna mengatasi suatu masalah “. 
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Kebijakan dimaksud adalah tindakan yang diambil baik oleh  seseorang maupun  

kelompok untuk mengatasi masalah. 

 Sementara itu Fajar Suprianto memberikan pengertian tentang kebijakan 

bahwa : 

“kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal 
organisasi, yang bersifat mengikat mengatur perilaku dengan tujuan  
tertentu. Kebijakan pada umumnya prolem solving dan pro aktif. Contoh 
kebijakan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen , 
Perda, Perbup, Keputusan Bupati dan lain sebagainya”. 

 

(2) Pengertian Kebijakan Publik 

 Pengertian Kebijakan dan kebijakan Publik   para ahli mengemukakakan 

pendapat  yang berbeda mesikipun focus yang dimaksudkan adalah sama, sebuah 

tindakan  atau keputusan yang diambil untuk dilaksanakan atau dijadikan 

pedoman. 

Menurut Carl I. Friedrick dalam Riant Nugroho (2009 : 32 ) menjelaskan 

kebijakan publik sebagai : 

“Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah  

dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana  

kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi 

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu”. 

Dalam pengertian ini kebijakan  merupakan tindakan yang diambil  seseorang, 

kelompok atau pemerintah  dalam rangka mengatasi masalah untuk mencapai 

tujuan  dengan memanfaatkan potensi yang ada dan sekaligus mengurangi serta 

menghilangkan kendala atau hambatan yang  terjadi dan belum terjadi. 
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Selain itu menurut Anderson dalam Riant Nugroho (2009; 35 ) 

mendefinisikan   “  kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud 

yang ditetapkan oleh  seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu 

masalah atau persoalan. “. 

Disini  kebijakan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan dengan maksud 

untuk mengatasi suatu persoalan, artinya sebuah tindakan yang diambil rangka 

memecahkan masalah yang ada untuk mencapai tujuan tertentu dari sebuah 

organisasi tentunya. 

 Sedangkan menurut Thomas R. Dye dalam bukunya Understanding Public 

Policy (1987 : 23  ) Kebijakan publik menurut Dye didefinisikan sebagai  : 

“Whatever governments chooses to do or not to do”. Kebijakan publik adalah apa  

yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu”. 

 Pengertian Kebijakan Publik yang disampaikan Dye tersebut menegaskan 

bahwa kebijakan adalah tindakan yang diambil oleh Pemerintah. Pemerintah 

melakukan atau tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan Publik, oleh karena itu 

pemerintah melakukan pembiaran terhadap permasalahan public   juga harus 

mempertanggung jawabkannya. Dengan demikian, artinya setiap hal-hal yang 

terjadi dalam lingkup jawab pemerintah  meskipun tidak dilakukan oleh 

pemerintah itu merupakan kebijakan pemerintah. Dalam hubungan ini juga Carl 

Friedrich, dalam Moch.Ilyas  (  2001 : 17 )  memberi definisi  : 

“Kebijakan atau kebijakan Publik yaitu sebagai suatu arah tindakan yang 
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan 
tertentu yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan terhadap 
kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam 
rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau 
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maksud tertentu (dalam Moh.Ilyas Purwo Agomo, Jaringan Pesantren dan 
Kebijakan Publik)”.   

 

Kebijakan Publik diartikan suatu  tindakan yang diusulkan seseorang atau 

pemerintah yang merupakan pengendalian  untuk mencapai tujuan tertentu sejalan 

dengan itu James E. Anderson  dalam Moch.Ilyas Purwo Subagyo, P.(1995. : 21), 

memberi definisi : 

“Kebijakan atau kebijakan Publik yaitu sebagai suatu arah tindakan yang  
 
diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu 
 
 yang memberikan hambatan-hambatan atau kesempatan terhadap kebijakan yang  
 
diusulkan untuk menggunakan atau mengatasi dalam rangka mencapai suatu  
 
tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu”. 
 
Dalam  pengertian ini kebijakan public sebagai suatu arah tindakan yang 

mempertimbangkan  hambatan  guna mencapai tujuan.  

Sementara  Samudra Wibawa dalam bukunya Politik  Perumusan Kebijakan 

Publik ( 2011 : 13 )  berpendapat bahwa yang  di maksud Kebijakan Publik adalah   

“ setiap keputusan yang dibuat  oleh suatu “ system politik “ Negara, 
provinsi, kabupaten dan desa, atau RW dan RT. Badan/Lembaga/organ 
supra Negara sepereti ASEAN, EU, PBB, dan WTO juga termasuk sistem 
politik . Setiap system ini membuat kebijakan public-untuk “public” 
masing-masing dan untuk itu system itu menghimpun serta mengerahkan 
sumber daya public yang  bersangkutan 

 
 Disini  jelas bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik tidak lain  

adalah dalam rangka  pengaturan  untuk Publik masing-masing, artinya tidak 

semua kebijakan ( public ) berlaku umum, kebijakan tentang  tentang Pendidikan 

dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil misalnya, tentu nya berlaku dilingkungan 

Pegawai Negeri Sipil itu sendiri sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan 

yang berlaku. 
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Dapat diartikan bahwa kebijakan adalah suatu keputusan (tertulis) yang 

berupa aturan dari lembaga atau pimpinan lembaga untuk melaksanakan sesuatu 

kegiatan atau tidak melaksanakan sesuatu kegiatan, kebijakan suatu organisasi 

atau pimpinan organisasi  bisa saja menindak lanjuti kebijakan atau aturan yang 

lebih tinggi yang dibuat untuk suatu hal. 

 

J. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil 

 Konsep fundamental yang mendasari pentingnya kebijakan pendidikan, 

pelatihan dan pengembangan pegawai  menurut Islamy ( 2010 : 210 ) yang 

mengutif pendapat O.G. Stahl (1976), adalah sebagai berikut : 

1. “Learning is lifelong process, tidak ada batas bagi seseorang untuk 
berhenti belajar. Setiap orang harus terus belajar dan belajar dari 
lingkungan, teman, atasannya, bawahan, ataupun dari siapa saja, 
dimana saja, kapan saja. 

2. The job itself is formidable instrument for training, setiap pegawai 
bisa belajar ditempat kerjanya masing-masing, misalnya dengan 
pindah penugasan dari suatu bagian ke bagian lain pegawai bisa 
belajar dan memperoleh pengalaman kerja baru selain itu untuk 
mempersiapkan pegawai guna memperoleh tanggung jawab yang 
lebih besar. 

3. Another instrument of training is found in the very process of 
administration, pelatihan juga bisa diperoleh ketika pegawai 
memperoleh pelimpahan tanggung jawab dari atasaannya, sehingga ia 
bisa belajar dari pengalamannya sendiri untuk bisa tumbuh dan 
berkembang. 

4. There is Great anventage in introducing fresh, and even controversial 
ideas into organization, pengalaman dan kesempatan belajar bisa juga 
diperoleh pegawai dari gagasan baru, segar bahkan kontroversial dari 
pelbagai pihak luar ( misalnya para konsultan, para tokoh yang 
berpengaruh, pendemo, dan lain sebagainya ) ke dalam organisasi. 
Semuanya itu bisa memberikan pengalaman yang luas bagi pegawai, 
sehingga bisa dipakai untuk meningkatkan kinerja diri pegawai yang 
bersangkutan.” 
 

 Peran Pendidikan dan pelatihan menjadi penting seiring dengan 

peningkatan tuntututan masyarakat akan pelayanan yang lebih baik dan semakin 

professional, dalam paparannya Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Kementrian Dalam Negeri Ir.Tarmizi. Karim, Msc. Yang disampaikan pada 
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pertemuan Perencanaan Program Diklat Aparatur di Bandung tahun 2011, 

mengemukakan antara lain tingkat produktivitas Pegawai Negeri Sipil masih 

rendah, turunnya kepercayaan  masyarakat, pelayanan aparatur menurun, 

disebakan antara lain sumber daya, kompetensi, kapasitas aparatur belum 

memadai sehingga perlu adanya kebijakan untuk mendukung peningkatan 

kualitas aparatur, hal ini sejalan dengan salah satu prioritas nasional bahkan yang 

pertama yaitu reformasi birokrasi.  Salah satu upaya dalam reformasi birokrasi 

adalah peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia aparatur melalui 

Pendidikan dan Pelatihan ( Diklat ) jabatan.  

 Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan  Aparatur di lingkungan Kementrian 
Dalam Negeri dan Pemda : 

1. Mengintegrasikan diklat dengan system pembinaan atau pola pegawai 
negeri sipil daerah, untuk itu agar penempatan dalam jabatan atau 
penugasan pegawai memperhatikan diklat yang dikuti ; 

2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan diklat antara  lain dengan 
membentuk atau mengembangkan unit non structural atau Tim 
sertifikasi Kompetensi  Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi ; 

3. Mengembangkan program diklat dengan prioritas diklat teknis 
substantif dan diklat fungsional, untuk itu agar dalam penyusunan 
program diklat disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja daerah dan 
system pembinaan atau pola karir Pegawai Negeri Sipil Daerah . 

4. Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan diklat, sehubungan itu 
agar Kepala  badan Diklat Provinsi, Kabupaten /Kota atau sebutan lain 
untuk lebih proaktif berkoordinasi baik dengan unit kerja daerah 
maupun dengan stakeholder lainnya ; 

5. Meningkatkan kapasitas Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau 
sebutan lain, meliputi manajemen kediklatan ( widyaiswara, pengelola 
dan tenaga lainnya, sarana dan prasarana kediklatan) ; 

6. Meningkatkan anggaran diklat melalui APBD Provinsi, APBD 
Kabupaten/Kota guna mendukung upaya peningkatan 
kapasitas/kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur, khususnya 
Pegawai Negeri Sipil Daerah melalui Diklat ( Paparan Kaban Diklat 
Kemendagri tahun 2011 di Bandung ). 

 
Disini jelas bahwa  kebijakan Pendidikan dan pelatihan  aparatur untuk 
lingkungan Kementrian Dalam Negeri  telah diprogramkan dengan jelas  
semestinya hal ini menjadi acuan bagi daerah untuk melaksanakan  Pendidikan 
dan pelatihan bagi para pegawai negeri sipil di daerah. Termasuk prioritas diklat 
yang seharusnya dilaksanakan. Seperti hal  Badan pendidikan dan Pelatihan 
Kementrian dalam Negeri untuk tahun 2012. Lebih lanjut Kepala Badan Diklat 
Kemendagri mengemukakan : 
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 Priotas Program Diklat, mempertimbang kebutuhan situasi dan 
kondisi daerah, untuk tahun 2012 proritas program diklat di lingkungan 
kemendagri dan Pemda yaitu : 

1. Diklat Teknis Substantif Penyelenggaraan Pemerintah daerah, Diklat 
teknis Substantif sesuai ke khususan ( keunggulan ) daerah dan Diklat 
Fungsional Binaan Kemendagri. 

2. Diklat Teknis dan Diklat Fungsional yang di bina oleh Kementrian 
lembaga lain/LPNK dengan target peserta yang karena tugas dan/atau 
jabatannya. 

3. DIKLAT PIM diutamakan dengan target peserta bagi yang telah 
menduduki jabatan structural. 

Dalam penelitian penulis lebih mendalami pelaksanaan Diklat Pim  dalam 
kaitan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000.  

 
 Sesuai dengan Permendagri No 31 Tahun 2007, Pasal 10 ditegaskan  

 
bahwa penyelenggara Diklat  ( pejabat strukturalnya ) harus memiliki sertifikat  
 
Management of  Training ( MOT ) dan harus memiliki Training Officer Course 
(TOT ) bagi petugas pelaksana Pendidikan dan Pelatihannya. 
 
 Lebih lanjut Kepala Badan Diklat Kementrian Dalam  Dalam Negeri 

memaparkan sebagai berikut : 

a. Diklat hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota 
sebutan lain dan unit pelaksana teknis yang mempunyai tugas pokok dan 
fungsi di bidang kediklatan ; 

b. Kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh Badan Diklat Provinsi, 
Kabupaten/Kota atau sebutan lain dan atau unit pelaksana teknis yang 
mempunyai tugas  pokok dan fungsi di bidang kediklatan harus menyertakan 
SKPD yang bertanggung jawab terhadap muatan kurikulum dan substansi 
materi. 

c. Badan Diklat Provinsi mengkoordinasikan kegiatan kediklatan pada unit 
pelaksana teknis SKPD di lingkungan Provinsi masing-masing, 

d. Badan Diklat Kabupaten / Kota atau sebutan lain kegiatan kediklatan pada unit 
pelaksana teknis SKPD di lingkungan provinsi masing-masing. 

e. Dalam hal SKPD masih memiliki anggaran untuk pengiriman peserta diklat 
dan atau mengirimkan peserta ke luar daerah, SKPD pengirim 
menginformasikan kepada Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau 
sebutan lain; 

f. Kegiatan diklat yang dibiayai dan / atau dilaksanakan oleh lembaga/instansi/ 
unit kerja dari luar provinsi, kabupaten /kota yang melibatkan SKPD harus 
menyertakan  Badan Diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain 
sebagai instansi yang bertanggung jawab dan berkompeten dibidang 
peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia aparatur melalui diklat ; 
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g. Bimbingan teknis, orientasi, sosialisasi, dan kegiatan lain sejenis yang 
dilaksanakan oleh SKPD sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya 
menyertakan badan diklat Provinsi, Kabupaten/Kota atau sebutan lain. 

  
Terlaksananya kegiatan Diklat di daerah peran Pemerintah daerah sangat 
menentukan, oleh karena itu Kementrian  Dalam Negeri melalui Badan Diklat 
nya, yang disampaikan oleh Kepala Badan Diklat Kemendagri pada tahun 2011 di 
Bandung menegaskan, bahwa pemerintah Daerah : 
 
1. Menyeimbangkan alokasi dana untuk kegiatan  di bidang kediklatan dengan 

proyeksi se kurang-kurang nya 2,5 % dari belanja pegawai . 
2. Menyelenggarakan kegiatan kediklatan dalam siklus manajemen diklat yang 

utuh, mulai dari pra diklat, in diklat dan pasca diklat. 
3. Menyusun Program Diklat yang komprehensif disesuaikan dengan kebutuhan 

dan anggaran dalam pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah. 
4. Memonitor dan mengevaluasi pemanfaatan alumni diklat sesuai dengan tujuan 

pembelajaran dan peningkatan kemampuan yang dicapai melalui 
penyelenggaraan diklat. 

5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan diklat dengan pusat serta kegiatan pada 
badan atau Kantor Pendidikan dan Pelatihan Provinsi, Kabupaten dan Kota. 

6. Menyediakan Aparatur yang sesuai dengan kompetensi di bidang 
kependudukan. 

 
 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa peran badan Diklat di daerah  
 
baik di Provinsi ataupun di kabupaten/ Kota sangat strategis dan menentukan  
 
dalam pelaksanaan dan keberhasilan Diklat di daerah. Di daerah tidak semua  
 
memiliki  Badan Diklat atau unit yang mengelola kediklatan berdiri sendiri, 

sebagian daerah  penanganan diklat di gabungkan dengan penangan bidang 

kepegawaian lainnya, seperti halnya yang menjadi lokus penelitian ini, yakni 

Kabupaten Kotawaringin Barat, penanganan Diklat berada pada  Badan 

Kepegawaian, yang termasuk dalam Bidang Diklat. 

 Dalam pelaksanaan diklat  ada beberapa kebijakan yang terkait atau  
 
ada hubungannya dengan kegiatan pendidikan dan   pelatihan pegawai yang  
 
dijadikan pedoman atau dasar dalam rangka kegiatan Pendidikan pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil: 
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1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 3003 Tentang Pendidikan Nasional 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 101  Tahun 2000 Tentang  Diklat Pegawai 

Negeri Sipil 

5. Peraturan  Kepala LAN Nomor 11  Tahun 2011 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan bagi Pegawai Negeri Sipil Gol III 

6. Peraturan Kepala LAN Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Diklat Pim IV. 

 Dari kebijakan-kebijakan tersebut yang langsung mengatur Pendidikan 

dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil adalah Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2000, oleh karenanya seperti dikemukan dalam latar belakang diatas 

penelitian diberi judul Pengembangan Pegawai Negeri Sipil  melalui Pendidikan 

dan Pelatihan (Diklat) (Study Implementasi Pendidikan Dan Pelatihan 

Berdasarkan PP 101 Tahun 2000 di Kabupaten Kotawaringin Barat) 

 

K. Jenis dan Jenjang Diklat Pegawai Negeri Sipil 

 Menurut Suradji dalam bukunya Manajemen Kepegawaian, yang 

mengacu pada Peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2000, membagi jenis dan 

jenjang Diklat sebagai berikut : 

1. Jenis Pendidikan dan Pelatihan 
a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabat; 

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan adalah merupakan syarat 
pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri 
Sipil. Diklat Prajabatan terdiri atas : 
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1) Diklat Prajabatan Golongan I untuk Pegawai Negeri Sipil 
Golongan I; 

2) Diklat Prajabatan Golongan II untuk Pegawai Negeri Sipil 
Golongan II; 

3) Diklat Prajabatan Golongan III untuk Pegawai Negeri Sipil 
Golongan III; 

 
b. Jenjang Pendidikan dan Pelatihan Dalam Jabatan 

Pendidikan dan Pelatihan dalam Jabatan Pegawai Negeri Sipil ada 3 
(tiga) jenis, yaitu: 
1) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (Diklatpim) ; 

Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 
kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai 
dengan jenjang jabatan struktural. Diklatpim terdiri atas 4 
(empat) jenjang, yaitu : 
a) Diklatpim Tingkat IV, adalah Diklatpim untuk Jabatan 

Struktural Eselon IV; 
b) Diklatpim Tingkat III, adalah Diklatpim untuk Jabatan 

Struktural Eselon III; 
c) Diklatpim Tingkat II, adalah Diklatpim untuk Jabatan 

Struktural Eselon II; 
d) Diklatpim Tingkat I, adalah Diklatpim untuk Jabatan 

Struktural Eselon I. 
 

2) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional 

Diklat Fungsional adalah Diklat yang dilaksanakan untuk 
mencapai persyaratan kompentensi yang disesuaikan dengan 
jenis dan jenjang jabatan fungsional masing-masing. Beberapa 
contoh jabatan fungsional di lingkungan Pegawai Negeri Sipil 
sudah diberikan didepan. 
Jenjang Diklat Jabatan Fungsional untuk masing-masing jabatan 
fungsional ditetapkan oleh masing-masing instansi Pembina 
Jabatan Fungsional. 
Contoh : Jabatan Funsional Widyaiswara jenjang Diklatnya 

ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara. Untuk 
jenjang Jabatan Fungsional Peneliti ditetapkan oleh 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

 
3) Pendidikan dan Pelatihan Teknis. 

Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan 
kompetensi teknis yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas 
Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi Teknis adalah kemampuan 
dalam bidang-bidang teknis tertentu untuk pelaksanaan tugas 
masing-masing. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang belum 
memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti 
Diklat Teknis yang masing-masing Departemen/LPND. Adapun 
Pegawai Negeri Sipil yang perlu mengikuti Diklat Teknis adalah 
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Pegawai Negeri Sipil yang telah dievaluasi oleh Pejabat 
Pembina Kepegawaian (dalam hal ini Badan Kepegawaian 
Negara). Dengan memperhatikan pertimbangan Badan 
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT 
Instansi dan Tim Seleksi Diklat Instansi)”. 

 

L. Peserta dan Penyelenggaraan Diklat 

Dalam Manajemen  Pegawai negeri sipil yang diterbitkan oleh Badan 

Kepegawaian Negara ( 2011 : 90 )  Peserta Diklat disesuaikkan dengan jenis 

Diklat yang dilaksanakan yaitu :   

1. Peserta Diklat Prajabatan adalah Seluruh Calon Pegawai Negeri Sipil; 
2. Peserta Diklatpim adalah Pegawai Negeri Sipilyang akan atau telah 

menduduki Jabatan Struktural eselon I, II, III, dan IV; 
3. Peserta Diklat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang akan atau 

telah menduduki Jabatan Fungsional tertentu; 
4. Peserta Diklat Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil yang 

membutuhkan peningkatan kompetensi teknis dalam pelaksanaan 
tugasnya. 

 
Lebih lanjut dalam Badan Kepegawaian Negara ( 2011 : 91 ) dijelaskan 

Penyelenggaraan Diklat dapat dilakukan secara klasikal maupun nonklasikal 

. 
1. Penyelenggaraan Diklat Pegawai Negeri Sipil secara klasikal artinya 

dilaksanakan didalam kelas atau penyelenggaraan Diklat dilakukan secara 

tatap muka langsung; 

2. Penyelenggaraan Diklat nonklasikal dilakukan dengan pelatihan di alam 

bebas, pelatihan di tempat kerja, atau pelatihan dengan sistem jarak jauh. 

Diklat yang dilakukan selama ini terutama Diklatpim merupakan kombinasi  dari 

penyelenggaraan  yang disebutkan di atas yaitu dilaksanakan di dalam klas dan 

juga di lapangan. 

14/41326.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



50 
 

M. Definisi  Operasional 

 Dalam tulisan ini perlu penulis mengemukakan definisi operasional  

judul penelitian ini agar  mempunyai batasan yang jelas dan bisa diukur  agar 

tidak terjadi kesalah pahaman.  

 Judul Penelitian ini adalah : Pengembangan Pegawai negeri Sipil 

melalui Pendidikan  Pelatihan ( Study Implementasi Pendidikian dan Pelatihan 

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP  101 tahun 2000 ) di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat ) . 

Definisi operasionalnya adalah : Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Negeri Sipil di Kotawaringin  Barat  sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil. 

Pengembangan  yang dimaksud : peningkatan Kompetensi dan Pengetahuan 

Pegawai Negeri Sipil. 

Pendidikan Dan pelatihan : Kegiatan penyelenggaraan memberikan pengetahuan 

dan peningkatan kemampuan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara 

secara terencana,  terukur dengan berdasarkan ketentuan yang berlaku. 

 

N. Penelitian Terdahulu 

Untuk memperkaya penulisan ini penulis akan mengutarakan hasil penelitian 

terdahulu yang ada relevan dengan penelitian ini  : 

No Peneliti Judul / Tahun Kesimpulan 
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1 M. Irawan 
Fazurahman 

Pengembangan Sumber 
Daya Aparatur Daerah 
Melalui Pendidikan dan 
Pelatihan Di Kota 
Balikpapan  

(2002) 

1) Sumber daya Aparatur Pemerintah 
Kota Balikpapan mempunyain 
potensi yang cukup besar namun 
selama ini belum diberdayakan 
secara optimal; 

(2) bentuk-bentuk pengembangan 
sumber daya aparatur yang dilakukan 
oleh pemerintah kota Balikpapan 
adalah (a) melalui diklat 
struktural;(b) diklat fungsional.  

(3) proses pengembangan sumber 
daya aparatur sebagai berikut : (a) 
melalui proses seleksi persyaratan 
administrasi ; dan (b) melalui test 
penyaringan secara tertulis dan 
interview serta apabila dinyatakan 
lulus maka akan diikutkan dalam 
pendidikan dan pelatihan ADUM; 

 (4) pendidikan dan pelatihan dalam 
menciptakan  aparatur yang 
professional sesuai dengan prinsip 
the right man on the righ place  dan  
sarana dan prasarana belum memadai 

2. Darmanto Pengaruh Pendidikan, 
Pelatihan dan Motivasi 
Terhadap Kinerja 
Pegawai 

( 1999 ) 

a) kinerja yang dimiliki pegawai, 
baik yang diukur dari kuantitas hasil 
kerja, kualitas pekerjaan, maupun 
ketepatan waktu kerja, dipengaruhi 
oleh pendidikan, pelatihan, dan 
motivasi;dan  

(b) pelatihan yang diberikan kepada 
pegawai dapat memberikan bekal 
berupa wawasan baru dalam 
pekerjaan. 

3 DT. Iqro 
Ramadhan 

Pengembangan Sumber 
Daya Aparatur 
Pemerintah daerah 
(Studi tentang 
Pendidikan dan Latihan 
Administrasi Umum di 
Setretariat Daerah 
Kabupaten Bulungan 
Propinsi Kalimantan 
Timur ) 

Pemerintah Kabupaten Bulungan 
dalam meningkatkan kinerja 
aparaturnya melalui diklat telah 
berjalan sesuai dengan 
mekanismenya, begitupun dalam hal 
koordinasi telah berjalan dengan baik 
di antara pihak-pihak yang terlibat 
secara fungsional  sebagai modal 
untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat dimasa otonomi daerah ; 
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( 2002) diklat kader atau manajemen 
pemerintahan ini ditujukan untuk 
menambah wawasan pegawai dengan 
mengirimkan atau memberikan 
kemudahan untuk tugas belajar di 
perguruan tinggi yang kompatibel; 
diklat prajabatan ditujukan kepada 
pegawai baru atau Calon Pegawai 
Negeri Sipil yang akan menjadi 
Pegawai Negeri Sipil penuh, 
sehingga nantinya mereka sudah siap 
mengemban tugasnya sebagai abdi 
negara dan pelayan masyarakat. Pada 
umumnya keempat jenis diklat ini 
berjalan sebagai mana mestinya. 

 

4 M.Tarno 
Seman 

Pengembangan Sumber 
Daya Aparatur  
Pemerintah Melalui 
Pendidikan dan 
pelatihan  ( Suatu Studi 
di Kantor Dinas  
Tenaga Kerja dan 
Tranmsmigrasi Propinsi 
Kalimantan Timur ) 

( 2003 ) 

(1) Dalam rangka pembinaan  karier 
melalui promosi masih  menunjukkan 
adanya ketidaksesuaian  antara 
persyaratan jabatan dengan potensi 
apratur itu sendiri;  

(2) Program pengembangan sumber 
daya aparatur Disnakertran Propinsi 
Kaltim melalui diklat kader, diklat 
kepemimpinan, diklat fungsional dan 
diklat prajabatan secara keseluruhan 
dapat dilihat dari aspek-aspek 
sebagai berikut :  

(a) Jenis-jenis pendidikan  dan 
pelatihan  yang diperuntukkan bagi 
apraturnya telah berorientasi pada 
pembentukan sosok pimpinan yang 
generalis, kondisional dan 
situasional, namun belum ada yang 
jelas mengarah  kepada kebutuhan 
pemerintah, disamping dengan 
terbastasnya peluang atau 
kesempatan untuk mengikuti 
pendidikan dan pelatihan;  

(b) Pihak-pihak yang terlibat 
pelaksanaan pengembangan sumber 
daya aparatur melalui pendidikan dan 
pelatihan adalah Disnakertrans 
Propinsi Kaltim, Badan Kepegawaian 
Daerah  Provinsi Kaltim dan 
Bandiklat /lembaga diklat lainnya, 
disamping itu yang juga cukup 
berperan adalah aparatur dan atasan  
yang memberikan dukungan positif;  

(c) Bentuk dan prosedur 

14/41326.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



53 
 

pengembangan sumber daya aparatur 
melalui pendidikan dan pelatihan 
khususnya dari segi proses 
nampaknya belum berorientasi ke 
manajemen yang mengarah pada 
profesionalisme; (d) Kemampuan 
atau kinerja aparatur Disnakertran 
Propinsi Kaltim setelah mengikuti 
diklat dapat ditingkatkan. 

 

5 Bernadus 
Bura Gela 

Pengembangan 
Aparatur Melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan Dalam 
Meningkatkan  
Pelayanan Publik 
(Studi pada Dinas 
Pendapatan Daerah 
Kabupaten Sumba 
Barat ) 

( 2004 ) 

(1) Kondisi aparatur Dinas 
Pendapatan Daerah Kabupaten 
Sumba Barat secara umum dapat 
dikatakan kurang memadai bila 
dilihat dari tingkat pendidikan formal 
yakni sebesar 64,52 % atau sebanyak 
31 pegawai  berpendidikan SMP dan 
SMA dan dilihat dari sisi eselon, 
maka Cuma 22 jabatan yang terisi 8 
jabatan belum terisi ;  

(2) Aparatur dinas pendapatan daerah 
telah mengikuti berbagai jenis 
pendidikan  dan pelatihan sebagai 
dalam mempersiapkan sumber daya 
aparatur yang berwawasan luas, 
berpengalaman dan professional 
dalam melaksanakan tugas  dan 
melayani masyarakat seperti 
diklatpim dan diklat teknis 
fungsional ;  

(3) Kebijakan yang digunakan dinas 
pendapatan daerah Kabupaten Sumba 
Barat dalam melayani masyarakat 
sudah cukup memadai, karena 
kebijakan itu membantu warga pasar 
sebagai wajib restribusi untuk 
mengurus dan menyelesaikan 
kewajibannya dengan petugas dinas ;  

(4) ada dua faktor pendukung 
terhadap pendidikan dan pelatihan 
yakni :  

(a) kemauan bupati yang didukung 
oleh DPRD dalam meingkatkan 
kualitas aparatur ;  

(b) kemauan para pegawai untuk 
mengikuti. 

faktor penghambatnya adalah  

(c) keterbatasan dana untuk program 
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pengembangan aparatur : (d) 
pelaksanaan seleksi untuk diklat 
kurang obyektif. 

 

6 Nova Dewi Pengembangan Sumber 
Daya Manusia Melalui 
Pendidikan dan 
Pelatihan terhadap 
Kinerja Pegawai (Studi 
di kantor Pelayanan 
Bea dan Cukai Tipe A 
Malang) 

( 2005 ) 

Menunjukkan bahwa program-
program pengembangan sumber daya 
manusia melalui Diklat memberikan 
manfaat dan dampak yang cukup 
besar terhadap peningkatan kinerja 
pegawai yang meliputi kualitas 
pekerjaan, ketepatan waktu 
penyelesaian pekerjaan dan 
pengetahuan tentang pekerjaan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan di atas dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: pertama, penelitian pada kualitas sumber daya 

manusia pasca pendidikan dan pelatihan, kedua, pendidikan dan pelatihan sebagai 

metode peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketiga, jenis pendidikan 

dan pelatihan. 

Penelitian terdahulu  tidak secara khusus mendalami implementasi kebijakan 

terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji 

sejauh mana implementasi kebijakan tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 

Negeri Sipil dilaksanakan, terutama Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 

101 Tahun2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil dengan 

segala dukungan dan hambatannya. 
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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dan mendalami bagaimana 

implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 101  Tahun 2000  Tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri di  Kabupaten Kotawaringin Barat 

dalam  rangka meningkatkan kompetensi  Pegawai Negeri Sipil yang ada di 

Kabupaten Kotawaringin Barat baik untuk  masa sekarang  maupun masa  yang 

akan datang. Selain itu juga peneliti ingin mengetahui  apa saja yang menjadi 

faktor pendukung dan faktor penghambat dalam rangka Implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 tersebut, termasuk Sumberdaya aparatur dan alokasi dana 

dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah 101 dimaksud serta  sarana dan 

prasarana yang tersedia. 

Yang tidak kalah pentingnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan. 

Lokasi penelitian dilaksanakan di Badan Kepegawaian Kabupaten 

Kotawaringin Barat. Penelitian ini mengambil responden aparatur Pemerintah 

Kabupaten Kotawaringin Barat / pejabat yang terkait. Juga tidak menutup 

kemungkinan informan lain yang dapat dimintai keterangannya demi kelengkapan 

informasi yang dapat mendukung penelitian ini.  
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B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Penelitian pada hakekanya adalah suatu kegiatan dengan tujuan untuk 

memecahkan masalah atau menemukan jawaban suatu masalah. Dalam 

pelaksanaannya memerlukan metode dengan pokok permasalahan yang diteliti, 

sehingga perolehan data yang dikehendaki menjadi relevan dengan permasalahan 

yang ada. Dengan demikian metode penelitian sangat diperlukan untuk 

mempermudah penulisan, penyusunan dan pelaporan hasil penelitian. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan analisa 

data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan 

menggunakan cara memanfaatkan memaparkan data yang diperoleh dari 

pengamatan, study kepustakaan ), wawancara, dan pengamatan lapangan 

(observasi),  kemudian dianalisa  dan diinterprestasikan dengan memberikan 

kesimpulan. Artinya penelitian ini tidak lebih daripada penelitian yang bersifat 

penemuan fakta-fakta, seadanya ( fact finding ). Dimana hasil penelitian lebih 

ditekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang 

sebenarnya dari obyek yang diteliti. 

Peneltian kualitatif menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tertulis  

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati’’ Moleong 

menguraikan bahwa : 

penelitian kualitatif menunjukkan pada suatu latar ilmiah atau konteks dari suatu 

 kebutuhan ( entity) yang didasarkan pada beberapa asumsi yaitu :  
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1. Tindakan pengamatan mempengaruhi apa yang dilihat, karena itu 

hubungan penelitian harus  mengambil tempat pada keutuhan dalam 

konteks untuk keperluan pemahaman ; 

2. Konteks sangat menentukan dalam menetapkan apakah suatu penelitian 

mempunyai arti bagi konteks lainnya, yang berarti bahwa suatu 

fenomena harus diteliti dalam keseluruhan pengaruh lapangan ; 

3. Sebagian struktur nilai kontekstual bersifat determinative terhadap apa 

yang akan dicari”. 

 

 Ada  beberapa alasan penulis menggunakan penelitian kualitatif, pertama, 

penelitiannya berbentuk siklus, artinya kegiatan pengumpulan data dan analisa 

data  berlangsung secara bersamaan ( simultan ) dan kegiatan itu berlangsung 

secara terus menerus sejak awal penelitian ; kedua, data bersifat kompromi, 

artinya data-data / informasi/ keterangan yang terkumpul, dianalisa dan 

diinterprestasi masih dapat dikonfrontir dengan, informan atau pihak lain yang 

memiliki kompetensi terhadap masalah yang diteliti; ketiga, peneliti sekaligus 

berperan sebagai instrument penelitian, sehingga kepekaan dalam melihat 

perubahan data yang dikaitkan  dengan informan dalam memberikan data atau 

menjawab pertanyaan yang diajukan sangat menentukan.  

 Untuk dapat menggambarkan secara holistic apa yang menjadi masalah 

penelitian, maka informasi dan data yang diperoleh dilakukan dengan cara 

merekam data  dan informasi yang diperlukan. Oleh  karena dilakukan 

pemahaman fenomena dalam segenap konteks dan mengamati berbagai interaksi 

yang terjadi. 
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 Pertimbangan lain yang mendasari digunakan penelitian yang bersifat 

kualilitatif, karena penelitian kualitatif tidak hanya mengungkapkan peristiwa 

nyata yang bisa kuantitaskan, tetapi lebih dari itu hasilnya diharapkan dapat 

mengungkapkan nilai-nilai yang tersembunyi. Dengan demikian melalui jenis dan 

pendekatan penelitian ini secara kronologis dan secara rinci masalah pokok dalam 

penelitian ini, sehingga hasilnya dapat dalam bentuk rekomendasi kepada 

pemerintah daerah khususnya melalui Badan Kepegawaian Kabupaten 

Kotawaringin Barat dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 101 

Tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil, keempat ; dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti dapat mengkaji gambaran 

maupun hasil analisa yang lebih mendalam sesuai dengan fokus yang telah 

ditetapkan yang lebih leluasa dan fleksibel.  

 Menurut Bogdan dan Taylor (1975: 5) mendefinisikan : 

“metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 
yang diamati. Pemilihan pendekatan kualitatif berdasarkan atas spesifikasi 
obyek penelitian dan juga agar didapat informasi yang mendalam tentang 
obyek kajian. Semua itu agar dapat menjawab ketertarikan terhadap 
permasalahan yang tengah dikaji”.  

 Penulis melakukan wawancara dan sekaligus  mengamati obyek kajian 

Sehingga informasi yang di dapat bukan saja hasil dari wawancara tetapi juga 

hasil pengamatan.  Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

fenomenologi, Pendekatan ini sesuai pendapat Moleong,  ( 2001: 9).bahwa : 

“Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah 
pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini sesuai dengan latar 
permasalahan yang akan diteliti. Fenomenologi tidak berasumsi bahwa 
peneliti mengetahui arti sesuatu bagi orang-orang yang sedang diteliti oleh 
mereka. Inkuiri fenomenologi memulai dengan diam yang merupakan 
tindakan untuk menangkap pengertian sesuatu yang sedang diteliti. Hal 
yang ditekankan dalam fenomenologi adalah aspek subyek dari perilaku 
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orang. Peneliti berusaha untuk masuk ke dalam dunia konseptual para 
subyek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan 
bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka sendiri di 
sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut pandangan ini, 
para makhluk hidup tersedia berbagai cara untuk menginterpretasikan 
pengalaman melalui interaksi dengan orang lain dan bahwa pengertian 
pengalaman kitalah yang membentuk kenyataan”. 

 

Menurut  Prasetya irawan  Dalam buku Metodologi Penelitian 

Administrasi, penerbit Universitas terbuka, 2005, Jakarta, yang diambil dari 

beberapa sumber ( creswell, 1994, Denzen & lincoln, 1994, Guba & lincoln, 1994, 

mostin, 1985, Biklen, 1982 ) menyebutkan ciri-ciri penelitian kualitatif : 

1. Menkonstruk realitas makna sosial dan budaya ; 
a. Tertarik pada interaksi peristiwa dan proses ; 
b. Variabel-variabel sangat kompleks dan sulit dikukur ; 
c. Kontekstual ; 
d. Keterlibatan peneliti sangat penting  ; 
e. Latar belakang alami ( natural ) ; 
f. Sampel purposif ; 
g. Analisis induktif ; 
h. Mengutamakan makna di balik realitas ; 
i. Tertarik pada Why daripada what. 
 
Lebih lanjut Prasetya Irawan mengemukan :  
 ” Penelitian kualitatif tidak hanya memetakan apa yang ada secara nyata 
(eksplisit), tetapi justru memetakan dan merekonstruksi realitas yang 
implisit, nyata tapi tak kasat mata, dari berbagai faktor sosial dan 
budaya. Penelitian kualitatif tidak mengkonfirmasi realitas ( seperti uji 
hipotesis ) tetapi membangun realitas yang sebelumnya tersembunyi 
(implisit) menjadi nyata (eksplisit) ” ( Prasetya Irawan : 2010 ) 
 

C. Fokus Penelitian 

Prasetya Irawan dalam bukunya Metodologi Penelitian Adminstrasi 

mengemukakan bahwa  : 

“ … tujuan utama dari penelitian kualitatif  adalah untuk memahami 
makna ( meaning )  yang berada di balik fakta-fakta, pemahaman yang 
mendalam ( deep understanding, verstehen) terhadap sesuatu fenomena 
sosial adalah terpenting. Karena itu isu-isu kuantifikasi data, definisi 
variable yang ketat, hipotesis, atau pengujian statistik menjadi suatu tidak 
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penting dalam penelitian kualitatif. Harus diingat, penelitian kuantitatif 
(qualitative research ) tidaklah sama dengan data  kualitatif ( qualitative 
data ) “ 

Lebih lanjut dijelaskan bahwa permasalahan penelitian  kualitatif  biasanya 

muncul dari isu–isu umum, yang kemudian permasalahan ini semakin lama 

semakin jelas dan mengkristal, sehingga permasalahan penelitian kualitatif lazim 

disebut fokus penelitian 

 Fokus penelitian ini perlu ditentukan dengan tujuan untuk menjamin agar 

jangan sampai terjadi pembiasan dalam melakukan suatu kajian terhadap masalah 

penelitian. Dengan kata lain, fokus penelitian bertujuan agar suatu masalah 

penelitian dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak adanya penyimpangan dalam 

pengumpulan data dan informasi. 

 Dengan demikian penetapan fokus penelitian sebagai upaya untuk 

membatasi diri untuk hanya berghubungan dengan orang atau kelompok  orang 

yang benar-benar terkait bahkan sebagai pelaku terkait masalah yang diteliti, 

sebab bertolak dari perumusan masalah fokus penelitian di tentukan. 

 Dengan memperhatikan uraian di atas maka menjadi fokus penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Tugas dan Fungsi Badan  Kepegawaian  serta  Sumber daya  Aparatur Bidang 

Diklat  dalam rangka Implementasi PP 101 tahun 2000; 

2. Bentuk Pengembangan PNS Mekanisme dan prosedurnya  ; 

3.  Pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan PP 101 tahun 

2000. 

4. Kebijakan daerah dalam Implementasi PP nomor 101 tahun 2000 tentang 

Diklat Pegawai Negeri Sipil 
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5. Keterkaitan Lembaga lain dalam pelaksanaan Diklat Pegawai Negeri Sipil 

berdasarkan PP 101 tahun 2000 ; 

6. Sarana dan Prasarana yang ada dalam rangka Pelaksanaan Diklat   

7. Tentang Diklat: Pemanfaatan alumni Diklat, Materi Diklat, Jenis dan Lokasi 

Diklat. 

 

D. Lokus Penelitian 

Adapun lokus atau lokasi Penelitian ini adalah di Kabupaten Kotawaringin 

Barat dengan mengambil tempat di Badan Kepegawaian yang mempunyai tugas 

pokok dalam manajemen kepegawaian termasuk melaksanakan Pendidikan dan 

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil 

Penetapan lokus/ lokasi penelitian didasarkan dengan pertimbangan  : 

1. Peneliti bekerja di Badang Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat, 

sudah tentu banyak mengetahui bagaimana pelaksanaan Dikklat Pegawai 

Negeri Sipil dalam rangka tindak lanjut PP Nomor 101 Tahun 2000 ; 

2. Dalam banyak hal terkait implementasi PP 101 Tahun 2000 kendalanya ada 

pada kebijakan anggaran termasuk sarana dan prasarana yang ada dan Sumber 

daya aparatur. 

 

E. Pengambilan Kuantitatif 

Sampel diperlukan sebagai cermin dari populasi objek penelitian. Populasi 

dapat berarti sebagai keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, 

hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa, sebagai sumber data yang 

memiliki karakteristik tertentu dalam penelitian (Nawawi, 1983). Setelah populasi 
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ditentukan dengan jelas, barulah dapat ditetapkan apakah mungkin untuk meneliti 

seluruh populasi atau mengambil sebagian populasi. 

Menurut Prasetya Irawan dalam buku  Metodologi Penelitian administrasi, 

bahwa  kebanyakan penelitian kualitatif adalah penelitian non Populasi ( non 

population research ). Sampelnya pun bersifat purposif, yang perlu lebih penting 

dijelaskan adalah responden/Informan, sumber data, pengumpulan data, data 

proses analisis data . 

 
Sehingga dalam penelitian ini penulis tidak menjelaskan populasi dan 

sampel seperti dalam penelitian kuantitatif. 

Untuk memperkecil kesalahan generalisasi dari sampel ke populasi 

memerlukan suatu teknik penentuan sampel (sampling) sehingga diperoleh sampel 

yang representatif, artinya sampel yang benar-benar mencerminkan populasinya. 

Sedangkan sampling itu sendiri berarti cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang dijadikan sumber data sebenarnya, 

dengan memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang 

representatif atau benar-benar mewakili populasi (Nawawi, 1983: 152). Teknik 

sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling atau 

sampel bertujuan, dimana anggota sampel ditentukan berdasarkan pada ciri 

tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi. Menurut 

Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Moleong (2000: 165), : 

sampling dalam hal ini adalah untuk menjaring sebanyak mungkin 
informasi dari berbagai macam sumber dan bangunannya (construction). 
Selain itu sampling digunakan untuk menggali informasi yang akan 
menjadi dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, pada 
penelitian kualitatif tidak ada sampel acak, tetapi sampel bertujuan 
(purposive sample). Dasar penggunaan purposive sample dikarenakan 
populasi atau unit kajian tidak bersifat homogen 
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F. Sumber Data Penelitian  

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Data primer berasal dari hasil observasi di lapangan 

yang merupakan data murni hasil wawancara secara menyeluruh dari responden 

yang telah dipilih dan dianggap penting dalam penelitian ini seperti  Kepala 

Bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Sub Bidang, Ketua Komisi A,  meliputi 

tugas pokok dan fungsi, kegiatan diklat, kebijaksanaan diklat, pelaksana diklat, 

sumber daya aparatur yang menangani diklat, pembiayaan, koordinasi diklat dan 

lain sebaginya yang terkait dengan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri sipil 

Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah sumber data 

tertulis seperti sumber arsip, data-data yang ada di beberapa instansi pemerintah, 

literatur buku terbitan pemerintah dan swasta, dan dokumen-dokumen lain. Dalam 

penelitian ini data sekunder yang berupa jumlah dan angka-angka tentang jumlah 

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat dan data-data mengenai  

kepegawaian lainnya termasuk pendidikan pegawai, Diklat pegawai dan lainnya 

yang ada ada hubungan dengan penelitian ini. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang bersifat kualitatif, maka 

metode yang dipergunakan adalah dengan observasi/pengamatan, wawancara 

secara mendalam (depth interview), dan dokumentasi. 
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1. Observasi atau pengamatan 

Tehnik ini memungkinkan peneliti untuk merasakan dan melihat sebagaimana 

yang dilihat, dirasakan dan dihayati oleh subyek penelitian. Pengamatan ini 

dapat dijadikan alat yang bermanfaat untuk mengecek jika peneliti mulai 

mengalami keraguan pada data yang dijaringnya, jangan-jangan ada yang 

melenceng atau bias sehingga jalan yang terbaik untuk memeriksa 

kemencengan tersebut adalah dengan memanfaatkan metode observasi atau 

pengamatan ini. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung secara 

intensif terhadap kondisi subyek penelitian. Kegiatan observasi dilakukan 

terus hingga berakhirnya penulisan ini.  

2.  Wawancara.  

Menurut  Koentjaraningrat (1990: 129), metode wawancara mencakup cara 

yang dipergunakan kalau seseorang, untuk tujuan atau tugas tertentu, 

mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang 

responden. Wawancara dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk 

mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu 

masyarakat serta pendirian-pendirian mereka itu, merupakan suatu pembantu 

utama dari metode observasi. Wawancara merupakan sebuah proses interaksi 

dan komunikasi dari seorang peneliti kepada responden. Wawancara 

dilakukan secara langsung dengan bertanya pada responden, tujuannya untuk 

mendapatkan informasi (Singarimbun dan Effendi, 1992: 192). Dalam 

penelitian ini, karena menggunakan metode kualitatif, maka digunakan pula 

wawancara secara mendalam (depth interview) dengan jenis pertanyaan 

terbuka. Interview Guide digunakan agar data yang diperoleh lebih terfokus. 
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3. Dokumentasi. 

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis maupun film. Dokumen biasanya 

dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi, dokumen ini sebagai 

sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan 

meramalkan (Moleong, 2000: 163).  Termasuk surat-menyurat dan Surat 

keputusan  terkait dengan kegiatan Diklat. 

 

H. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang obyektif, unsur subyektif dari 

peneliti harus diminimalkan, karena itu dituntut kejujuran peneliti dalam 

mengungkapkan realitas. Pelaksanaan pemeriksaan data didasarkan atas sejumlah 

kriteria. Kriteria tersebut ada 4, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan 

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

Credibility berfungsi melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat 

kepercayaan penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukkan derajat 

kepercayaan hasil-hasil penelitian dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada 

kenyataan ganda yang diteliti (Moleong, 2001: 173). Sesuai dengan kriteria 

tersebut maka untuk menilai keabsahan data, peneliti menggunakan beberapa 

teknik, yaitu: 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat relevan dengan persoalan/isu yang sedang dicari dan 

kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, ketekunan 
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pengamatan dilakukan secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol. 

2. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik yang paling banyak 

digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lain. 

Untuk membandingkan dan mengecek dengan sumber lain dilakukan dengan 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau 

tinggi, orang berada dan orang pemerintah. Selain itu juga membandingkan 

dengan hasil wawancara terhadap isu suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 

2001: 178).    

3. Kecukupan Referensial 

Konsep-konsep sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan 

kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan-bahan yang tercatat atau 

terekam dapat digunakan sebagai patokan untuk menguji sewaktu diadakan 

analisis dan penafsiran data. 

 

I. Tahap-Tahap Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif terdapat tahap-tahap penelitian yang dibutuhkan, 

yaitu: 

a. Tahap Pra Lapangan 

1) Menyusun rancangan penelitian; 
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2) Memilih lapangan penelitian; 

3) Mengurus perijinan; 

4) Menjajaki dan menilai keadaan lapangan; 

5) Memilih dan memanfaatkan informan; 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

 

b. Tahap Pekerjaan Lapangan  

1) Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri; 

2) Memasuki lapangan; 

3) Berperan serta sambil mengumpulkan data: 

4) Dalam tahap ini juga dilakukan wawancara. 

c. Analisis Data 

d. Tahap penyusunan Laporan 

 

J. Analisis Data 

Analisis data menurut Patton (1980: 266) adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan Taylor (1975: 79) mendefinisikan analisis 

data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan 

merumuskan hipotesis (ide). Jika dikaji, pada dasarnya definisi pertama lebih 

nenitikberatkan pada pengorganisasian data sedangkan yang kedua lebih 

menekankan pada maksud dan tujuan analisis data. 

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disintesiskan bahwa analisis data 

adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan 
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satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. (Moleong,1994:103) 

Proses analisis data dimulai dari menelaah seluruh data yang tersedia dari 

berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang telah dituliskan dalam 

catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan lain-lain. 

Data-data yang jumlahnya banyak tersebut kemudian direduksi dengan jalan 

membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, 

proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada 

didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-satuan, yang 

kemudian dikategorisasikan pada langkah selanjutnya, pengkategorian tersebut 

dilakukan sambil membuat koding. Tahap paling akhir dari analisis data ini adalah 

memeriksa keabsahan data. (Moleong, 1994:190). 

 

K. Proses Penafsiran Data 

Menurut Schaltzman dan Strauss yang dikutip oleh Moleong (1994: 197) 

tujuan yang akan dicapai dalam proses penafsiran data ialah salah satu di antara 

tiga tujuan berikut: deskripsi semata-mata, deskripsi analitik, atau teori substantif. 

Pada tujuan deskripsi semata-mata, peneliti cenderung menerima dan 

menggunakan teori dan rancangan operasional yang telah ada dalam suatu 

disiplin. Rancangan organisasional yang lebih dikembangkan dari kategori-

kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan yang disarankan atau yang 

muncul dari data merupakan tujuan deskripsi analitik. Pada penyusunan teori 

subtantif, untuk memperoleh teori yang baru yaitu teori yang dari dasar, analis 

harus menampakkan metafora atau rancangan yang telah dikerjakan dalam 
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analisis, yang kemudian ditransformasikan metafora itu ke dalam bahasa disiplin 

ilmunya. 

Jika dilihat dari uraian tentang tujuan di atas, maka dapat diketahui bahwa 

tujuan utama penafsiran data tidak lain adalah untuk mencapai teori subtantif. 

 

L. Penyusunan Laporan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap akhir dan tahap pengaktualisasian secara 

sistematis dari satu kesatuan yang utuh dan lengkap. Penulisan laporan hasil 

penelitian dilakukan setelah tahap-tahap lain penelitian berakhir dibuat, kemudian 

analisis data dan penarikan kesimpulan. Laporan disusun untuk memenuhi tujuan 

penelitian yang bersifat operasional. Penulisan laporan hasil penelitian tidak 

terlepas dari keseluruhan tahapan kegiatan dan unsur-unsur penelitian. 

Kemampuan untuk menuliskan suatu laporan penelitian mutlak dilakukan dalam 

penelitian ini untuk melaporkan hasil penelitian. Setelah melalui tahap-tahap 

penelitian yang sudah diuraikan di atas  maka hasil penelitian ini kemudian 

dituangkan dalam bentuk penelitian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu 

keharusan dalam rangka mewujudkan Aparatur yang memiliki kompetensi dan 

profesional untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 merupakan pedoman 

kementrian / lembaga yang ada di pusat maupun pemerintah daerah. 

 Untuk melaksanakan Peraturan nomor 101 tahun 2000 tersebut di daerah 

menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan ( BKPP ) 

atau Badan Kepegawaian Daerah ( BKD ).  Di Kabupaten Kotawaringin Barat 

yang merupakan daerah otonom untuk melaksanakan kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan ada pada Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam hal 

ini melalui Bidang Pendidikan dan Pelatihan. 

 Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada Badan Kepegawaian Kabupaten 

Kotawaringin Barat telah melaksanakan kegiatan pendidikan dan Pelatihan sesuai 

pedoman yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 dan 

Pedoman yang diatur oleh Badan kepegawaian negara dan Lembaga Administrasi 

negara. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di Bidang Diklat 

pada Badan kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat hanya Diklat Prajabatan  

Golongan II dan Diklatpim IV,  sedangkan diklat prajabatan Gol III dan Diklat 

PIM  III mengirim ke Propinsi untuk diklatpim II mengirim ke LAN Jakarta atau 

ke Propinsi yang lembaga Diklatnya sudah terakreditasi. Hal ini disebabkan 

adanya aturan bahwa untuk diklatpim III dan Diklat Prajabatan diwajibkan di 
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Propinsi sedangkan untuk Diklatpim II karena memang untuk didaerah khususnya 

Kalimantan Tengah belum dapat melaksanakan diklatpim II karena lembaga diklat 

Pegawai Negeri Sipil yang ada belum terakreditasi. 

 Masalah yang di hadapi untuk pelaksanaan diklat adalah tempat yang 

kurang memadai, peraturan yang belum mendukung, anggaran yang kurang 

mendukung serta para fasilotator/pelatih/widyaiswara yang masih kurang. Faktor-

faktor tersebut yang  berpengaruh belum maksimalnya pelaksanaan diklat 

Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaringin Barat. 

 Beberapa hal di atas merupakan bagian dari masalah dalam rangka 

implementasi Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000 tentang Diklat 

Pegawai Negeri Sipil ditambah lagi Sumber daya Aparatur yang  menangani 

bidang Diklat di Badan kepegawaian  Kabupaten Kotawaringin barat masih belum 

memadai baik dari segi  kuantitas maupun kualitasnya sehingga pelaksanaan 

diklat yang dilaksanakan kurang memberikan hasil yang diharapkan hal ini 

diperkuat dengan pernyataan  Kepala Bidang Diklat bahwa di bidang diklat perlu 

ditambah Aparatur yang memiliki kompentesi yang memahami hal-hal yang 

terkait Diklat Pegawai Negeri Sipil. 

 Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam rangka reformasi birokrasi  kualitas 

Sumber Daya Aparatur ( Pegawai Negeri Sipil ) sangat menentukan, dan tentu 

saja untuk mendapatkan Sumber  daya Aparatur yang berkualitas dan 

berkompensi di bidanngnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai menjadi suatu 

keharusan, untuk ini perlu ada pemahaman dan komitmen bagi pemangku 

kepentingan agar dapat terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang handal dan 
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profesional yang pada giliran nya dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada semua pihak. 

 

B. Saran  

 Memperhatikan hasil penelitian baik dari informan yang dilakukan 

melalui wawancara dan melalui pengamatan penulis maka perlu disampaikam 

disini untuk evaluasi dan perubahan kearah yang lebih mengenai pelaksanaan 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kotawaraingin 

Barat yaitu sebagai berikut : 

 

1. Perlunya pemahaman dan komitmen para pihak terkait akan pentingnya 

Diklat Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil 

yang berkompetensi dan Profesional ; 

2. Perlunya  evaluasi dan perbaikan pengaturan mengenai Diklat Pegawai 

Negeri Sipil secara menyeluruh ; 

3. Perlunya Sumber daya Apatur di Bidang Diklat Pegawai Negeri Sipil 

ditingkatkan baik dari segi jumlah maupun kualitas ( pendidikannya) ; 

4. Perlu ada pengkajian tentang pemisahan pengelola diklat Pegawai Negeri 

Sipil dari Badan Kepegawaian Daerah ; 

5. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan Diklat 

Pegawai Negeri Sipil ; 

6. Perlunya perhatian alokasi anggaran untuk kepentingan Diklat Pegawai 

Negeri Sipil yang selama ini kurang mendapat perhatian ; 
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7. Perlunya anggaran diklat melalui satu pintu Bidang Diklat agar dapat 

mempermudah perencanaan bidang diklat termasuk invetarisasi alumni 

diklat ; 
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Oasar 

Mengingat 

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

BADAN KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT 
.Jfn . ..lend. Sudlrrnan No. "18 Telepon (0632) 2"1"196 Fax: .2"1604 

PANGKA.LAN BUN 74111 

Nom or 300 t l t""' 1 K<>s''ar1 "' !''1 1 7n 1 ''· , ~ • .....,. k) ·~ I I ,_ 'J I.._... 

Surat Permohonan lz1n Peneiltlan dan Un1t Program Belapr Jar.Jk Jauh (UPBJJ-UT) 
Palangka Raya. Un1vers1tas Terbuka Kementenan Pend1d1kan dan Kebudayaan Nomor 
515/UN31 45JLL/2013 Tanggal OG April 2013 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang PenZinan Meiakukan Keg1atan 
Pene11t1an dan Pengemban~1an Bag1 Perguruan T1ngg1 AsnlfJ. Lembaga Penelit1an dar~ 
Pengembangan Asing Badan Usaha As1ng dan Orang Asmg 

2 Peraturan Menten Dalam N2gen Nomor 64 Tahun 2011 tentang Peduman Penerb1tan 
Rekomendasi Penelit1an 

3 Peraturan Gubernur Kal1rl1Cintan Tengah Nornor 59 Tat:un :2008 tentang Tata Cara 
Pember1an lz:n Penel1t1an i Pendataan bag1 set1ap lnstans1 Pernenntah ;;,aupun Non 
Pemenntah 

Dengan 1n1 d1benkan kepada 

Nama GUSTI M. IMANSY AH 
018250241 NIM 

Keg1atan Penei1t1an 
Yang akan dilaksanakan 

Peneii!lan untu•, Tugas Akhrr Program Mag:stcr Pro~~rarn PascasarJana 
Umversrtas Ttrbuka Unrt Program BelaJar Jarak. Jauh (UPBJJ-l!Tl 
f-Jalangkaraya 
S-2 

Ai<.an menyusun I es1s yang berjudu1 
"PENGEMBANGAN PEGAWAI NEGERI ~·IPIL MELAl_UI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (STUDI 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN DAN PELATlHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN PP 101 
TAHUN 2DDD DJ LJNGKUNGAN PEMERJNTI1H KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT)" 

Lama keg1atan 3 ( Tiga) Bu\<:m. Dan Tangga\1 B J\pf!! 2013 siu i 8 Juh 201 :) 

dengan ketentuan sebaga1 beri'Kut 

Sebelum melakukan Penel1t1an I Observas1 yang bersangkutan horus nlelaporkan din kepada 
Pemenntah setempat dengan menunjukal surat 1n1 

2 Ttdak d1benarkan mefakukan penefllian yang fldak sesua: f l!dak berka1tan dengan juduf penelitran 
3 Agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang ber !aku dan men9hcrmat; au at 

1St1adat sctempat 
4 Surat 1z1n 1n1 \\anya di<JI.ma'r-aD uDh.l'rl. Y..tpeDtiDgaD 1\rw.ah sewa\\',u - w?.k\u dapat d1bata\\<.a11 b!\a 

d1sa\ahgunakan 
5 Selesai melakukan penel1t1an harus menyarnpa1kan laporar1 has!lnya kepac!a 

Bupati Kotawaringin Barat. 
Cq. Kepala Badan Kesbang, Politik dar Linmas Kab. Kotawaringin Barat. 

G Surat 1z:n berlaku SeJak d1ke!uarkan 

Dem1'k1an surat 1Z1n illi d1benkan d:m untuk dapat dipergunakan scbagaimarl3 mestmyCJ 

~-snMNG. POLITIK DA LINMAS 
AT 
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Menimbang 

Menginat 

PRE:SIOEN 
RE:PUBUII{ RINDONE5tA 

PERA TURAN PEMERINT AH REPUBLIK INDONESIA 
NOM OR 101 T AHUN 2000 

TENTANG 

PENDIDIKAN DAN PELA TIHAN JABAT AN 
PEGA W AI NEGERI SlPlL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

a. bahwa sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global untuk mewujudkan 
kepemerintahan yang baik diperlukan sumber daya manusia aparatur yang 
memiliki kompetensi jabatan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan; 

b. bahwa untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki 
kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap 
pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan 
dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui 
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh. 

c. bahwa Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil mengacu pada 
kompetensi jabatan; 

d. bahwa sehubungan dengan pertimbangan di atas, dipandang perlu mengatur 
kembali ketentuan tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri 
Sipil, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 
1994 tentang Pendidikan dan Pe1atihan Jabatan Pegawai negeri Sipil; 

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3390) 

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3890); 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERA TURAN PEMERINT AH TENT ANG PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN JABAT AN PEGA WAI NEGERI SWIL. 

BABl 

KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan 

1. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut 
Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka 
meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. 

2. CaJon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara 
Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi 
Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yagn berlaku. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah PNS sebagaimana 
dimaksud dafam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 
1999. 

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, 
dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi negara. 

5. Pejabat pembina kepegawaian adalah Menteri, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian 
Negara. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Sekretaris Negara. 
Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil 
Presiden, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi!finggi Negara. Gubemur 
dan Bupati/W alikota. 

6. Instansi Pengendali Diktat yang sefanjutnya disebut Instansi Pengendali adalah 
Badan Kepegawaian Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas 
pengembangan dan pengawasan standar kompetensi jabatan serta pengendalian 
pemanfaatan \u\usan Dik\at. 

7. lnstansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut lnstansi Pembina adalah 
Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas 
pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Diklat. 

8. lnstansi Pembina Jabatan Fungsiona\ ada\ah \embaga pemerintah yang 
bertanggung jawab atas pembinaan Jabatan Fungsional menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
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9. Widyaiswara adalah PNS yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh Pejabat 
yang berwenang dengant tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, 
mengajar, dan/atau melatih PNS pada lembaga Diklat Pemerintah. 

I 0. Lembaga Diklat Pemerintah Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan 
Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas 
melakukan pengelolaan Diktat. 

BABII 

TUJUAN DAN SASARAAN DIKLAT 

Pasal2 

Diklat bertujuan: 
a. meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat 

melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan 
etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi; 

b. menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat 
persatuan dan kesatuan bangsaa; 

c. memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, 
pengayoman, dan pembedayaan masyarakat; 

d. menciptakan kesamaan visi dan dinamika pofa pikir dafam mefaksanakan tugas 
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang 
baik. 

Pasal3 

Sasaran Diklat adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai 
dengan persyaratan jabatan masing-masing. 

BAB Ill 
JENIS DAN JENJANG DIKLAT 

Pasal4 

Jenis Diklat terdirl dari: 
a. Diklat Prajabatan; 
b. Diklat Dalam Jabatan. 

14/41326.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



Pasal 5 

(1) Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. 

(2) Diklat Prajabatan terdiri dari: 
a. Diklat Prajabatan Golongan I untuk menjadi PNS Golongan I; 
b. Diklat Prajabatan Golongan II untuk menjadi PNS Golongan II; 
c. Diktat Prajabatan Golongan Ill untuk menjadi PNS Golongan lll; 

Pasaf6 

(I) CPNS wajib diikutsertakan dalam Diklat Prajabatan selambat-lambatnya 2 (dua) 
tahun setelah pengangkatannya sebagai CPNS. 

(2) CPNS wajib mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan untuk diangkat sebagai PNS. 

Pasal 7 

Diklat Prajabatan dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dalam rangka 
pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping 
pengetahuan dasar tentang sitem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, 
dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai 
pelayan masyarakat. 

Pasal8 

(1) Diklat Dalam Jabatan dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan, 
keterampilan, dan sikap PNS agar dapat melaksanakaan tugas-tugas pemerintahan 
dan pembangunan dengan sebaik-baiknya. 

(2) Diklat Dalam Jabatan terdiri dari: 
a. Diklat Kepemimpinan; 
b. Diklat Fungsional; 
c. Diklat Teknis. 

Pasal9 

Diklat Kepimpinan yang selanjutnya disebut Diklatpim dilaksanakan untuk mencapai 
persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan 
jenjang jabatan struktural. 

PasallO 

Diklatpim terdiri dari: 
a. Diklatpim Tingkat fV adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon fV; 
b. Diklatpim Tingkat III adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon Ill; 
c. Diklatpim Tingkat II adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon II; 
d. Diklatpim Tingkat 1 adalah Diklatpim untuk Jabatan Struktural Eselon 1 

Pasaf II 
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(1) Diktat Fungsional dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi yang 
sesuai dengan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional masing-masing. 

(2) Jenis dan jenjang Diktat Fungsionaf untuk masing-masing jabatan fungsionaf 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) ditetapkan oleh instansi Pembina Jabatan 
Fungsional yang bersangkutan. 

Pasalll 

(I) Diklat Teknis dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang 
diperfukan untuk mefaksanakan tugas PNS. 

(2) Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dapat dilaksanakan secara 
berjenjang. 

(3) Jenis dan Jenjang Diklat Teknis sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dan ayat 
(2) ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. 

BABIV 

PESERT A DIKLAT 

Pasal 13 

Peserta Diklat Prajabatan adalah semua CPNS. 

Pasal14 

(I) Peserta Diklatpim adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan 
Struktural. 

(2) PNS yang akan mengikuti Diklatpim Tingkat tertentu tidak dipersyaratkan 
mengikuti Diklatpim Tingkat di bawahnya. 

Pasal15 

Peserta Diklat Fungsional adalah PNS yang akan atau telah menduduki Jabatan 
fungsiona\ tertentu. 

Pasal16 

Peserta Diklat Teknis adalah PNS yang membutuhkan peningkatan kompetensi teknis 
dalam pelaksanaan tugasnya. 
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BABV 

KURIKULUM DAN METODE DIKLAT 

Pasall7 

( 1) Kurikulum Diklat mengacu pada standar kompetensi jabatan. 

(2) Penyusunan dan pengembangan kurikulum Diklat dilakukan dengan melibatkan 
pengguna lulusan, penyelenggara Diklat, peserta dan alumni Diklat, serta unsur 
ahli lain. 

(3) Kurikulum Diklat Prajabatan dan Diklatpim ditetapkan oleh Instansi Pembina 

(4) Kurikulum Diklat Fungsional ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan 
Fungsional. 

(5) Kurikulum Diklat Teknis ditetapkan oleh instansi teknis yang bersangkutan. 

Pasal18 

Metode Diklat disusun sesuai dengan tujuan dan program Diklat bagi orang dewasa. 

BABIV 

TENAGA KEDIKLAT AN 

Pasal 19 

Tenaga kediklatan terdiri dari: 

a. Widyaiswara; 

b. Pengelola Lembaga Diklat Pemerintah; 

c. Tenaga keiklatan lainnya. 

BABVII 

SARANA DAN PRASARANA DIKLAT 

Pasal20 

(I) Sarana dan prasarana Diklat ditetapkan sesuai dengan jenis Diklat dan jumlah 
peserta Diklat 

(2) Instansi Pembina menetapkan standar kelengkapan sarana dan prasarana Diklat. 
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BABVIII 

PENYELENGGARA DIKLAT 

Pasal21 

(1) Diklat dapat diselenggarakan secara klasikal danlatau non klasikal. 

(2) Penyelenggaraan Diktat secara klasikal dilakukan dengan tapat muka. 

(3) Penyelenggaraan Diklat secara non klasikal dapat dilakukan dengan pelatihan di 
alam bebas, pelatihan di tern pat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh. 

Pasal22 

(I) Diklat Prajabatan dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang 
terakreditasi. 

(2) Diklatpim Tingkat IV, Diklatpim Tingkat III, dan Diklatpim Tingkat II 
dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi. 

(3) Diklatpim Tingkat J dilaksanakan oleh lnstansi Pembina 

(4) Diklat Teknis dan Diklat Fungsional dilaksanakan oteh tembaga Diktat yang 
terakreditasi. 

BABIX 

PEMBIA Y AAN DIKLAT 

Pasal23 

Pembiayaan Diktat dibebankan pada anggaran instansi masing-masing. 

BABX 

PENGENDALIAN DIKLA T 

Pasa124 

Instansi Pengendati bertugas melakukan: 

a. pengembangan dan penetapan standar kompetensi jabatan; 

b. pengawasan standar kompetensi jabatan; 
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c. pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat. 

Pasaf25 

Pejabat pembina kepegawaian melakukan pemantauan dan penilaian secara periodik 
tentang kesesuaian antara penempatan 1u1usan dengan jenis Diklat yang telah diikuti 
serta melaporkan hasilnya kepada lnstansi Pengendali. 

BABX 

PENGENDALIAN DIKLAT 

Pasal26 

(1) Instansi Pembina bertanggungjawab atas pembinaan Diklat secara keseluruhan. 

(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui: 

a penyusunan pedoman Diklat; 
b. bimbingan dalam pengembangan kurikulum Diklat; 
c. bimbingan dalam penyelenggaraan Diklat; 
d. standarisasi dan akreditasi Diklat; 
e. standarisasi dan akreditasi widyaiswara; 
f pengembangan sistem informasi Diklat; 
g. pengawasaan terhadap program dan penyelenggaraan Diklat; 
h. pemberian bantuan teknis me1a1ui konsultansi, bimbingan di tempat kerja, 

kerja sama dalam pengembangan, penyelenggaraan, dan evaluasi Diklat. 

Pasal27 

Pejabat pembina kepegawaian melakukan: 

a. identifikasi kebutuhan Diklat untuk menentukan jenis Diklat yang sesuai dengan 
kebutuhan instansinya; 

b. evafuasi penyefenggara dan kesesuaian Dikfat dengan kompetensi jabatan serta 
melaporkan hasilnya kepadan Instansi Pembina. 

Pasal28 

(I) Pembinaan Diklat Fungsional dilaksanakan oleh Instansi Pembina Jabatan 
Fungsional dan berkoordinasi dengan Instansi Pembina. 

(2) Pembinaan Diklat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan melalui: 
a. penyusunan pedoman Diklat; 
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b. pengembangan kurikulum Diklat; 
c. bimbingan penylenggaraan Diklat; 
d. evatuasi Diktat. 

Pasal29 

(I) Pembinaan Diktat Teknis dilakukan oleh lnstansi Teknis yang bersangkutan dan 
berkoordinasi dengan lnstasi Pembina. 

(2) Pembinaan Diktat sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dilakukan melatui: 

a. penyusunan pedoman Diklat; 
b. pengembangan kurikulum Diktat; 
c. bimbingan penyetenggaraan Diklat; 
d. evaluasi Diklat; 

BABXII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal30 

Dalam rangka penyamaan visi, misi, dan strategi tentang kebijakan nasional bagi 
pejabat karier yang menduduki Jabatan Struktural Eselon r dan Pejabat Politik, 
diselenggarakan program Pengembangan Eksekutif Nasional (PEN) oteh Instansi 
Pembina. 

Pasal31 

(I) Diklat yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, dapat diikuti pula oleh Pejabat 
pada Badan Usaha Milik Negara!Daerah dan peserta tamu dari negara-negara 
sahabat yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan 
ditetapkan oteh Instansi Pembina. 

(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan PNS dan Diklat yang diselenggarakan di luar 
Instansi atau di tuar negeri diatur tersendiri oleh Instansi Pembina. 

BABXIII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal32 

(I) Penyelenggaraan Diklat yang sedang berlangsung pada saat Peraturan Pemerintah 
ini mulai diberlakukan, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
sebetumnya. 
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(2) Penyetaraan bagi PNS yang telah mengikuti dan lulus Diklat Dalam Jabatan 
sebelum diberlakukannya Peraturan Pemerintah ini diatur sebagai berikut; 
a. Diklat ADUM setara dengan Diklatpim Tingkat IV; 
b. Diklat SPAMA setara dengan Diklatpim Tingkat Ill; 
c. Diklat SPAMEN setara dengan Diklatpim Tingkat II; 
d. Diklat SPATI setara dengan Diklatpim Tingkat I. 

(3) Bagi PNS yang telah mengikuti danlulus SESPA/SESPANAS dianggap telah 
mengikuti dan lulus Diklatpim Tingkat II dan Diklatpim Tingkat I. 

BABIX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal33 

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini 
diatur ofeh Instansi Pengenadali, Instansi Pembina, dan Instansi Penyefenggara secara 
sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan bidang tugasnya. 

Pasal34 

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 1994 tentang Pendidikan dan Pefatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan 
peraturan perundang-undangan lainnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku 
lagi. 

Pasal35 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
Pada tanggal 10 Nopember 2000 
SEKRETARIS NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada tanggal I 0 Nopember 2000 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

ttd. 

ABDURRAHMAN W AHID 
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Untuk jelas materi Pendidikan dan Pelatihan khususnya yang dilaksanakan di Kabupaten 

Kotawaringn Barat dapat dilihat berikut ini :  

 

a. Foto Modul Diklatpim IV  

1.  2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  4.  
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5.  6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  8. 
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b. Foto modul Prajabatan  

 

1. 2. 

 
  

 

 

 

 

 

3. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

5.  6. 
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4. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Sarana Diklatpim IV 

 Adapun sarana untuk Pendidikkan Pelatihan Kepemimpinan khususnya Pendididikan 

dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV antara lain yaitu : LCD, Layar. Laptop, Meja, kursi, 

ruang klas dan whiteboard,  untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar  berikut : 

 

1.  
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2.  

 

 

 

 

 

 

B. Sarana Prajabatan Gol. II 

 Untukn sarana dan prasarana pendidikan pelatihan prajabatan dalam hal ini 

prajabatan golongan II sebenarnya sama dengan yang digunakan  dalam kegiatann Pendidikan 

dan Pelatihan Kepemimpinan, hanya yang membedakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

prajabatan golongan II tidak dilaksanakan dan ditampung di hotel seperti halnya kegiatan 

Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan tingkat IV. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat poada 

gambar berikut ini : 

 

1.  
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2.  

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  
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5.  
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A. Lampiran Transkrip Wawancara dengan nara sumber. 

WAWANCARA PENULIS DENGAN KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN 

PADA BADAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

Penulis  :  Selamat Siang Pak Amir 
Kepala Bidang :  Selamat siang 
Penulis :  Saya ada perlu sedikit, boleh saya wawancara  pak 
  amir ? 
Kepala Bidang  :  Boleh pak, ya silah kan.. 
Penulis  :  Begini Pak amir saya ada tugas dalam rangka penyelesaian  

Tesis dengan judul Pengembangan Pegawai Negeri Sipil 
melalui  Pendidikan dan Pelatihan ( study implementasi 
Pendidikan dan pelatihan berdasarkan Peraturan pemerintah 
Nomor 1 tahun 2000 ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin Barat, kira-kira  menurut bapak bagaimana 
pelaksanaannya ? 

 
Kepala Bidang :   Untuk pelaksanaan Diklat PNS yang kita laksanakan adalah 

Diklat hanya Prajabatan golongan II,  Diklatpim IV untuk 
prajabatan Gol III dan Dilatpim III dan II dilaksanakan  di luar 
daerah di provinsi dan pusat atau  badan Diklat diluar 

Penulis  :  Selain Diklat yang bapak sebutkan tadi adakah diklat lain yang     
dilaksanakan? 

Kepala Bidang  :  Seharusnya ada, tetapi dalam system Anggaran kita 
dibolehkan SKPD menganggarkan Diklat tersebut, namun 
hanya SKPD tertentu saja yang mengalokasikan Anggarannya, 
hal ini juga menjadi salah satu masalah yang menyebabkan 
diklat tidak terprogram dengan baik karena tidak satu pintu. 

Penulis :  tadi bapak sebutkan diklat ada dilaksanakan didaerah lain kira-
kira karena faktor apa ? 

Kepala Bidang  :  hal itu disebabkan memang kita belum terakdetasi dan bukan 
lembaga diklat, tetapi juga katrena fasilitas sarana dan 
prasarana yang tersedia belum memadai, termasuk para 
pengajajar dan widiyaiswara yang belum mencukupi. 

Penulis  :  Bagaimana prosedur dan mekanisme untuk mengikuti Diklat? 
Kepala Bidang  :   untuk Diklatpim sesuai dengan ketentuan bapak dapat liat  

persyaratan sesuai edaran Badan Kepegawaian  antara lain 
pangkat, DP-3, pendidikan formal, yang diajukan oleh kepala 
SKPD selanjutnya diproses dan diverifikasi yang dibahas 
dalam rapat tim begitu juga tugas belajar dan ijin belajar. 
Kalau diklat teknis dan fungsional biasa nya oleh kepala 
SKPD dikirim untuk langsung mengikuti diklat. 

Penulis :  Bagaimana keterkaitan pelaksanaan diklat ditempat bapak 
dengan lembaga lain ..? 

Kepala Bidang  :  Untuk hal ini sudah diatur melalui Keputusan Kepala 
Lembaga Administrasi Negara nomor 13 tahun 2011 tentang 
pedoman umum pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan dan 
Pelatihan. Selama koordinasi dengan pihak terkait berjalan 
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lancar sebatas pelaksanaannnya , yang sering hambatan ketika 
untuk meningkatkan anggaran untuk diklat, biasanya di kita 
hanya alokasi untuk tugas belajar, diklatpim, prajabatan itupun 
sudah dibatasi untuk berapa orang saja. 

 
Penulis  :  sejauh ini menurut bapak bagaimana kebijakan terkait dengan 

implementasi Peraturan Pemerintah nmor 101 tahun 2000 di 
Kabupaten Kotawaringin Barat ?baik dari sisi  peraturan 
maupun anggarannya ? 

 
Kepala Bidang  :   Menurut Kebijakan terkait diklat di Kabupaten Kotawaringin 

barat, perlu adanya evaluasi terurtama pengaturan Diklat, juga 
masdalah anggarannya,  

       Aturan diklat hanya mengatur tuigas belajar dan ijin  belajar 
melalui Perasturan Bupati, se,mentara Diklatpim, diklat 
fungsional dan teknis belum diatur. Untuk anggaran 
semestinya perlu ada peningkatan, selama ini anggaran hanya  
lebih memfokuskian untuk diklat prajabatan dan dan 
duiklatpim. Sedangkan diklat lain sepeeti diklat tekhnis dan 
fungsional belum begitu mendapat perhatian. 

 
Penulis :  Mohon penjelasan tugas pokok Badan kepegawaian 

Kotawaringin barat, dan Sumber daya aparatur Bidang Diklat 
? 

 
Kepala Bidang  : Tugas pokok Badan Kepegawaian antara lain Perumusan 

bahan Pembinaan dan Kebijakan teknis di bidang 
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan. Khusus bidang diklat 
ada 7 orang, termasuk kepala Bidang -2. 

    Secara keseluruhan Pegawai yang ada di badan 
  kepegawaian 45 orang. 
 
  Penulis :  Apakah dengan Pegawai yang ada di bidang Diklat, diklat 

dapat dilaksanakan.? 
 
Kepala Bidang  :  Tidak masalah, karena bidang diklat hanya mempersiapkan 

keterkaitan   dengan administrasi dan kesiapan peserta. Untuk 
pelaksanaannya adan panitia yang melibatkan PNS di BKD, 
juga pihak yang terkait, untuk tenaga pengajar dan fasilitator 
diambil dari Provinsi dan pejabat yang memenuhi 
syarat.Masalah  bidang diklat biasanya bekerja sama dengan 
SKPD lain atau dengan puihak hotel. 

 
Penulis  : Bagaimana pem,anfaatn materi ndiklat.? Matri apa apa yang  

disampaikan dalam diklat, dan diklat apa saja yang 
dilaksanakan ? 

 
Kepala Bidang  : Pejabat Pembina kepagawaian melalui badan  Kepegawaian 

melalukan pemantauan dan evaluasi secara bperiodik terhadap 
pemanfaat alumni diklat termasuk kesesuaan  penempatan, hal 
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ini juga akan dilaporkan ke Badan  Kepegawaian Negara, dan 
selama ini di Kotawaringin barat penempatan alumni diklat 
telah berjalan dengan baik. 

  Adapun yang disampaikan dalam diklat disesuaikan dengan 
diklat yang dilaksanakan misalnya kalau prajabatan ada materi 
Dinamika kelompok, pola pikir PNS,  Sistem penyelenggaraan 
Pemerintah NKRI, Kepemerintahan yang baik, Manajemen 
kepegawaian Negara, Etika Organmisasi, Pelayanan Prima, 
Budaya organisasi pemerintah, Percepatan pemberantasan 
korupsi, manajemen bperkantoran modern, membangun 
kerjasama tim, komunikasi yang efektif, wawasan kebangsaan, 
muatan ntekhnis substantansi lemba. Begitu jiga untuk diklat 
lain, nanti akan berikan petunbjukknya. 

  Untuk pelaksanaan nya diklat  tergantung dari diklatnya, kalau 
Prajabatn gol II dan Diklatpim IV pelaksanannya di tempat ( 
pangkalan bun ) kalau yang lain di l;aur daerah di propinsi atau 
di Pusat Diklat didaerah lain. 

 
Penulis  : Terimakakasih atas waktunya pak amir, mungkin kalau ada 

yang lain kami akan menanyakan kembali kepada bapak. 
Kabid Diklat  :  Ya pa sama2/ nanti data lengkap akan saya sampaikan. 

 

Gambar 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/41326.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

Univ
ers

ita
s T

erb
uk

a



WAWANCARA PENULIS DENGAN PLT. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT 

 
Penulis : Asalamualaikum wr. wb, maaf pak ni mengganggu, pak 

masradin tidak sibuk kah ? 
Plt. Sekda :  Alakum salm, ya silah duduk, apa kabar, yah ni ssekitar 2 jam 

lagi mau ada sosialisasi ke kumai  
Penulis  : Begini pak saya mengikuti kuliah di UT program ada t ugas 

TAPM sebagai syarat untuk gelar magister  sains  Ilmu 
administrasi  Bidang minat administrasi Publik, judul tesisnya 
yang seperti bapak lihat di ;proiporsal itu 

   Pengembangan pegawai  negeri sipil melalui Pendidikan dan 
Pelatihan  ( Study implementasi Pendidikan dan pelatihan 
berdasarkan PP 101 tahun 2000 ) di Lingkungan Pemerintah 
kabupaten kotawariungin barat.  Mohon waktu nya pak untuk 
wawancara sedikit  

Plt Sekda  :  ya boleh, sudah mauy selesesai ya, ? 
Penulis  : ya pak, menurut bapak bagaimana kebijakanb diklat PNS kita 

selama ini  ? 
Plt Sekda  :   saya kira kebijakan diklat kita sudah cukup memadai, tetapi  

perlaturan yang ada terkait diklat perlu di evaluasi bahkan di 
ruba 

  Dan bahkan bila perlu semua anggaran diklat dibuat satu pintu 
di badan kepegawaian dalam hal ini di Bidang diklat untuk 
mempermudah control dan invetarisasi serta pelaksanaannnya. 

Penulis  : Apakah menurut bapak anggaran diklat selama ini sudah 
memadai 

Plt sekda :  saya kira untuk memdai dan tidak nya sangat relative, tetapi 
yang juelas kalau menghendaki diklat lebih baik lagi 
pelaksanaannya baik dari sisi kualitas maupun kwantitas tentu 
anggarannya perlu ditingkatkan. 

Penulis  : Apakah untuk diklat sebaiknya di laksanakan di kota/wilayah 
bapak 

Plt sekda  :  ya, memang kalau bisa dapat bdilaksakan di daerah kita tentu 
kita siapkan sarana dan prasarananya, karena anggaran untuk 
diklat btidak sedikit kalau dilaksanakan ditempatkan dapat 
mempengaruhi perekonomian kita, artnya karena  peredaran 
uang tidak keluar daerah. 

Penulis  :  Apakah perlu lembaga pelaksana diklat PNS terpisah dengan 
badan kwepegawaian ? 

Plt sekda  : Saya kira tidak perlu, yang penting institusi yang 
  diperkuat dengan perubahan kebijakan dan aturan  

yang ada juga perlu ditambah sumber daya aparatur  
  pelaksana diklat dan juga anggarannya. 
Penulis : berhubung bapak ada acara lain sampai disini dulu saja pak 

mungkin kalau yang di8lengkapi saya akan tanya bapak lagi, 
terimakasih atas waktunya pak 

Plt sekda  :  oya sama2, boleh kalau ada yang perlu tanya ke saya lagi,  
Penulis : Trimakasih pak, aslkm wr.wb, permisi. 
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Gambar 2 
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WAWANCARA PENULIS DENGAN SEKRETARIS DINAS PENGELOLA 

KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPKD) KABUPATEN 
KOTAWARINGIN BARAT 
( IBU Suslianti Alba, Bckn ) 

 
Penulis : Asslkm ww buy anti apa kabar..? 
Sektaris DPKD  : kabar baik, lama enggak  ketemu ni  kemana ja ? 
Penulis :  Ada  aja bu, ini bu yanti saya mohon waktu sedikit mau tanya2/ 

wawanacara , saya ini nyusun tesis dengan judul Pengembangan 
Pegawai negeri sipil  melalui Pendidikan dan  Pelatihan  ( study 
implementasi Pendidikan dan pelatihan berdasarkan PP 101 
tahun 2000 ) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Kotawaringin barat, ini bu pro posalnya  ( penulis serahkan 
proposal ) 

Sektaris DPKD  : o ya..bisa aja,  
Penulis  : Bagaimana menurut Ibu anggaran diklat selama ini  

Sektretaris DPKD  : kalau anggaran diklat setiap tahun  dianggarkan terutama yang 
Badan kepegawaian itu Diklatpim, diklat Prajabatan, termasuk 
tugas belajhar dan belajar 

Penulis  : Apakah menurut ibu anggaran diklat selama ini sudah memdai  
dalam rangka untuk peningkatan kompetensi PNS 

Sekretaris DPKD  : saya kira kalau memadai atau tidak relative saja, karena untuk 
diklat yang bertanggung jawab adalah bidang diklat di badan 
kepagawaian ‘ lagipula di masing2 skpd meskipun hanya 1 atau 
dua orang dan tidak semua skpd ada anggaran dikllatnya 
khususnya diklat tekhnis juga ada 

Penulis  : Bagaimana menurut ibu anggaran diklat PNS dikelola badan 
kepegawaian yang memang tupoksi untuk itu, agar pelasnaan 
diklat lebih terkordinir dan  terprogram dengan baik ? 

Sekterais DPKD  :  Saya tidak harus begitu lagi pula anggaran diklat sudah 
termnasuk Pagu di badan kepegawaian dalam hal ini di bidang 
diklat 

Penulis : Menurut ibu seberapa penting anggaran diklat dalam rangka  
pelaksanaan diklat ? 

Sekretaris DPKD  : Saya kira anggaran diklat juga penting tetapi lebih penting 
anggaran untuk belanja langsung misalnya membangun jalan, 
puskemas yang langsung dirasakan masyarakat 

Penulis  : Apakah pernah ada inisiatif dari Dinas Pengelola keuangan 
daerah (DPKD) untuk memperhatikan anggaran diklat PNS 

Sekretaris DPKD  : Selama ini usulan anggaran diklat sudah menyatu dengan 
anggaran di SKPD badan Kepegawaian jadi kita tidak perlu 
berinisiatif untuk misalnya untuk menambah anggaran dan 
sebagainya 

Penulis  : Bagai mana kalau anggaran itu tidak memenuhi target dalam 
rangkat diklat PNS ? 

Sekretaris DPKD   :   kalau masalah itu dibicarakan dalam usulan anggan berikut nya 
atau dalam perubahan anggaran biasanya. 

Penulis  :  Bagaimana koordinasi dari Bidang Diklat badan Kepegawaian 
selama ini denganm pihak ibu  
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Sekretaris DPKD  : untuk koordinasi selama ini dengan semua pihak berjalan baik 
termasuk dengan bidang diklat Badan kepegawaian lancar saja. 

Penulis  : terimakasih buy anti mungkin sampai disini dulu wawncara 
saya kalau ada kekuarangan informasi saya mohon waktu nya 
lagi 

Sekretaris DPKD  : ya sama2 ya kalau masih informasi saya siap.. 
 
 
Gambar 3 
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WAWANCARA PENULIS  KETUA KOMISI A DPRD KABUPATEN  
KOTAWARINGIN BARAT 

  BAPAK M. IKHSAN 
 

Penulis  : Asslkum ww Palk  Ikhsan, apa kabar apa gak sibuk nih ? 
Pak Ihksan  : Kebetulan tidak pak Gusti 
Penulis  : Maaf pak, ini saya ada keperlaun untuk penulisan tesis saya, 

semoga bapak bisa untuk saya wawancarai 
Pak Ikhsan  :  ya bisa aja,   
Penulis  : Menurut Bapak Diklat PNS itu penting ? 
Pak Ihksan  : oyalah, Diklat PNS memang penting karena PNS ini lah yang 

mengerjakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan, 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat : 

Penulis : :  Bagaimana Diklat PNS  selama ini menurut bapak selaku 
anggota DPRD  lebetulan membidangi terkait kepegawaian ? 

Pak Ihksan  : Diklat PNS selama ini yang tau cukup baik seperti kegiatan 
parajabatan dan dan diklatpium, namun demikian Diklat PNS 
itu sebaiknya memberikan pengetahuan   wawasan kepada 
semua PNS yang terkait dalam pelayanan masyarakat 

Penulis  : Apakah dari DPRD atau dari komisi bapak  meminta pihak 
pemda/eksekutif untuk lebih memperhatikab anggaran diklat ? 

Pak  Ikhsan : Dalam hal I ni belum pernah, karena kami pikir cukup dari skpd 
yang bersangkutan saja 

Penulis  : Apakah perlu pengaturan diklat di kabupaten kotawaringin 
barat ini dievaluasi, karena menurut Kabid Diklat di Badan 
kepegawaian pengaturan hanya untuk Tugas belajar dan ijin 
belajar saja berupa Perbup 

Pak Ikhsan  : Saya kira perlu agar pelaksanaan diklat lebih diperhatikan 
terutama nanti dalam hal kebijakan anggaran kalau klebijakn 
pengaturannya sudah dibenahi disamping itu agar jelas bagi 
mereka yang sudah mengkuti diklat salah satu bidang tidah 
mudah di mutasi 

Penulius  :  Apakah perlu Lembaga  Pendidikan dan Pelatihan  dibenrtuk 
tersendiri terpisah dengan Badan Kepegawaian. 

Pak  Ihksan : Pemisahan kelembagaan ini perlu selama untuk meningkatkan 
kapasitas, kualitas dan kompetensi PNS agar lebih bagus tidak 
itu saja sudah saatnya sarana dan prasarana diklat  mendapat 
perhatian, baik berupa gedung, asrama dan fasilitas lainnya, 
termasuk tenaga pengajarnya 

Penulis  : Jadi menurut bapak pelaksanaan diklat selama ini di kabupaten 
Kotawararingin barat Belumaksimal ? 

Pak Ikhsan  : ya kira-kira demikian, karena selaama kegiatan diklat hanya 
diklat parjabatan dan diklatpim IV ( ya.?)  yang dilaksanakan 
sementara diklat lainnya hamper tidak ada. 
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Penulis  : Terimakasih pak Ikhsan atas waktunya, mungkin  kalau ada 
yang perlu saya tanyakan bapak tidak keberatan  untuk 
menerima saya 

Pak Iksan  :  Ya sama-sama, saya siap kalau memang tidak kegiatan lain. 
 
 
 
Gambar 4 
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